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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

Kegiatan Penilikan Ke-5 pada IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai 

Di Kabupaten Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah 

 

a. Tanggal Audit : 10 - 16 Februari 2022 

b. Metode : Onsite Audit 

c. Kriteria Audit yang 

Digunakan 

: 1) Lampiran 1.2 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HA 

2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HA 

 

 

I. IDENTITAS LPPHPL 

 

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN 

3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda 

4. Nomor Telpon 

Email 

: 0541-747798 

trustindoprimakarya@gmail.com  

5. Direktur : Ir Kurnia, IPU 

6. Tim Audit : a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap Ketua Tim Audit) 

b) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHPL Prasyarat dan VLK Hutan) 

c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi) 

d) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHPL Ekologi) 

7. Pengambil 

Keputusan 

: Ir Kurnia, IPU 

 

II. IDENTITAS AUDITEE 

1. Nama Unit Manajemen : PT KARYA DELTA PERMAI 

2. Alamat Kantor : Jl. Soetoyo S. No. 196, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

3. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) 

4. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.53/Menlhk/ 

Setjen/HPL.0/1/2019 Tanggal 17 Januari 2019 

5. Luas dan Lokasi  : ± 85.950 Hektar di Kab. Murung Raya  Prov. Kalimantan Tengah 

6. Pengurus Perusahaan : Direktur : Setiyo Nuswantoro  

 Komisaris : Yoseph Prawira 

7. Nama dan Email 

MR Auditee 

: Paimun kdp_banjarmasin@yahoo.com  
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-5 PHPL 

 

1. Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian 

Waktu : 10 Februari 2022 

Tempat : Palangkaraya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan 

BPHP Wilayah X Palangkaraya. 

b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 

13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta 

informasi tambahan lainnya terkait auditee. 

 

2. Pertemuan Pembukaan 

Waktu : 11 Februari 2022 

Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Karya Delta Permai  

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Karya Delta Permai yang ditugaskan mendampingi 

auditor. 

b) Auditee memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan 

ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai timeline 

kegiatan audit yang ditetapkan. 

c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form 

P01-3.11 Rev.1 13/1/2021. 

 

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 

Waktu : 11 - 14 Februari 2022 

Tempat : On-site / Lokasi areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan 

pada rentang waktu: 

- 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, 

ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan 

- 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu 

b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan 

secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan. 

c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma 

kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat 

menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a 

(Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), 

dan  P01-4b.09a (standar VLK). 

 

4. Pertemuan Penutupan 

Waktu : 15 Februari 2022 

Tempat : Kantor Lapangan (base camp) PT Karya Delta Permai 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Dihadir MR dan personil PT Karya Delta Permai yang ditugaskan mendampingi 

auditor. 

b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan 

kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta 

kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.  

c) Auditee menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan 

menandatangani dokumen:  

- Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15; 

- Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan 

- Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14. 
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5. Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian 

Waktu : 16 Februari 2022 

Tempat : Palangkaraya 

Ringkasan 

Catatan 

 

: a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan 

BPHP Wilayah X Palangkaraya. 

b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang 

diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan 

kegiatan sertifikasi selanjutnya. 

c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9  

 

6. Pengambilan Keputusan 

Tanggal : 8 Maret 2022 

Keputusan 

Penilaian 

 

: a) PT Karya Delta Permai dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan 

predikat BAIK (nilai akhir kinerja PHPL mencapai 81,82% tanpa verifier 

dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK) 

b) Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Karya Delta Permai 

dipertahankan sesuai masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya. 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA 

A. KRITERIA PRASYARAT 

1. Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA, Pedoman 

TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta 

TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen legalitas berupa akta pendirian yaitu Akte Notaris No. 

34 tanggal 16 Januari 1997 oleh Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH. di Jakarta, selanjutnya 

akte tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir telah diubah sesuai dengan Akte 

Notaris No. 02 tanggal 04 Desember 2019 oleh Notaris Chandra Lim, SH., LL.M di Jakarta Utara, 

telah disadftarkan di Kemenkumham No.  AHU-0102282.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 06 

Desember 2019 dengan Daftar Perseroan Terbatas No. AHU-0236323-AH.01.11. Tahun 2019 

tanggal 06 Desember 2019, NPWP No. 01.794.094.1-012.000, NIB PT Karya Delta Permai yaitu 

0220906910129 tanggal 2 September 2020 yang dikeluarkan dari sistem OSS, SK IUPHHK No. 

429/ Menhut-II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 Ha di Kabupaten Murung Raya, 

Provinsi Kalimantan, Addendum SK IUPHHK-HA No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 

tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Kepmenhut No. 429/ Menhut-II/2004 tentang 

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Karya Delta 

Permai atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.400 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi 

Kalimantan Tengah, luas areal berubah dari ± 79.400 Ha menjadi ± 85.950 Ha, terdapat dokumen 

legalitas perencanaan berupa RKUPHHK-HA Periode 2021 - 2030 disahkan oleh MenLHK melalui 

keputusan No. SK.7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, 

RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disahkan secara self approval oleh Direktur PT Karya Delta Permai 

melalui SK No. 03/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 08 Januari 2021, RKTPH Tahun 2022 

disahkan secara self approval oleh Direktur PT Karya Delta Permai melalui SK No.  

03/SK/DIR/KDP-PLK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, pada SK IUPHHK No. 429/ Menhut-

II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 Ha realisasi penataan batas telah temu gelang 

(100%) dan dokumen Laporan TBT sedang dalam proses pengesahan, adanya Addendum SK 

berakibat luasan berubah, terdapat Pedoman Tata Batas Pernyataan No. 108/PB/IUPHHHK-

HA/2008, Instruksi Kerja Tata Batas No. INST.127/VII/BPKHV-3/2011, BAP pelaksanaan batas 

sendiri dan persekutuan areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai, PT Menorah 

Loggingindo, PT Barito Putra di Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah tanggal 29 Januari 

2012, Laporan TBT masih dalam proses pengesahan sesuai dengan surat Kepala Balai 

Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru No. S.1021/VII/BPKH V-3/2013 tanggal 12 

Juni 2013, terdapat peta kerja skala 1 : 100.000 dan telah ditandatangani oleh Direktur PT Karya 

Delta Permai, PT Menorah Loggingindo, PT Barito Putra dan Direktur Pengukuhan dan 

Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Dirjen Planologi Kehutanan Dr. Ir. Dwi Sudhrto, M. Si. 

NIP : 19591117.198603.1.003  

2. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada SK IUPHHK No. 429/ Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 Ha realisasi 

penataan batas telah temu gelang (100%) sedangkan dokumen Laporan TBT sedang dalam 

proses pengesahan, adanya Addendum SK berakibat luasan berubah sehingga realisasi penataan 

batas berubah, realisasi penataan batas PT Karya Delta Permai sebesar 140.009 m atau sebesar 

54,48% dari target kewajiban tata batas PT Karya Delta Permai sepanjang 257.009 m.  
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

3. Verifier 1.1.3 : Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Penataan batas oleh PT Karya Delta Permai terealisasi sebesar 54,48 % telah ditandatangani oleh 

pihak-pihak yang berbatasan, terdapat pemakaian bersama jalan koridor dengan perusahaan 

pertambangan, terdapat okupasi oleh masyarakat untuk perladangan serta terdapat kegiatan 

penambangan emas oleh masyarakat,  perusahaan memiliki SOP Resolusi Konflik No. 11/SOP-

PK/KESOS/KDP/2002 tanggal 20 Januari 2022, terdapat Laporan Identifikasi dan Pemetaan Serta 

Resolusi Konflik tahun 2021, penyelesaian konflik dalam proses penanganan.   

4. Verifier 1.1.4 : Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Tidak dapat diterapkan (NA) 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat perubahan luas areal kerja PT Karya Delta Permai sejalan dengan terbitnya  

Addendum SK IUPHHK-HA No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019, 

Perusahaan telah melakukan perubahan rencana kerja dan hal ini telah diverifikasi pada saat 

Penilikan IV sedangkan pada periode Penilikan ke-V tidak terdapat perubahan fungsi Kawasan. 

5. Verifier 1.1.5 : Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar 

sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki mendata adanya penggunaan kawasan berupa pemakaian 

bersama jalan korodor beserta perusahaan tambang batubara, mendata kegiatan penambangan 

emas oleh masyarakat berjumlah 43 kelompok penambang tersebar di sungai Tolung, sungai 

Lambin, sungai Liang dan sungai Gembira selain itu juga telah mendata perladangan berjumlah 

138 orang dengan luas 330 Ha, PT Karya Delta Permai telah melaporkan namun belum 

seluruhnya.  

6. Verifier 1.1.6  Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK 

Bobot  Dominan 

Nilai  Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

 Terdapat kasus tenurial yang terjadi di areal kerja PT Karya Delta Permai yaitu adanya 

perambahan untuk ladang dan kebun karet serta tanaman lainnya berjumlah 369 Ha. Luas arel 

kerja seluruhnya berjumlah 85.950 Ha sehingga hampir seluruhnya (sebesar 99,57 %) areal 

dalam penguasaan PT PT Karya Delta Permai. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai 79,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

2. Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

1. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL serta 

Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang ditetapkan melalui SK Direksi No. 01/SK/Dir-

KDP/I/2010 tanggal 2 Januari 2010, dokumen visi dan misi juga terdapat dalam dokumen 

RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan oleh Menteri LHK melalui keputusan 
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Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

 No. SK. 7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, visi dan misi 

perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup kelestarian aspek ekonomi 

(produksi), aspek ekologi/lingkungan dan aspek sosial, visi misi telah disosialisasikan kepada 

karyawan dan masyarakat desa binaan. 

2. Verifier 1.2.2 : Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode Penilikan ke-5 diketahui bahwa implementasi kegiatan pengelolaan hutan hanya 

sebagian yang sesuai dengan visi dan misi pengelolaan hutan lestari. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

3. Indikator 1.3 :  

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung 
Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

1. Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ 

organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai  memiliki tenaga teknis PHPL sebanyak 14 orang, tidak memiliki Ganis 

PHPL Kurpet dan Ganis PHPL Nenhut sedangkan Ganis PHPL Binhut kurang 2 orang. 

2. Verifier 1.3.2 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai telah merencanakan Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sesuai 

dengan kebutuhan, dari 21 personal yang direncanakan terealissi 14 atau 66,67%.  

3. Verifier 1.3.3 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen ketenagakerjaan namun belum lengkap 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 60 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

4. Indikator 1.4 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan 

Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA 

1. Verifier 1.4.1 : Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat Struktur Organisasi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 

09/SK/DIR/KDP-BJM/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, juga  terdapat Surat Keputusan Direktur 

PT Karya Delta Permai No. 18/SK/DIR/KDP-BJM/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Revisi 



 

  

Form No.  P01-3.20  Rev.1 13/1/2021 7 

 

 
  
 

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

LPPHPL-019-IDN  

Struktur Organisasi dan Job Discription Pada PBPH PT Karya Delta Permai, struktur organisasi 

dan job description sesuai dengan kerangka PHPL. 

2. Verifier 1.4.2 : Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki Perangkat SIM yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat 

lunak, juga tersedia tenaga pelaksana yaitu Ihwani, S.Hut, sebagai pelaksana Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) pada PT Karya Delta Permai yang berkedudukan di Briwit Camp Km 70 Puruk 

Cahu sesuai SK Camp Manager No 42/SK/CM/KDP-BC/X/ 2019 tanggal 1 Oktober 2019, terdapat 

SK Direktur PT Karya Delta Permai No. 08/SK/DIR/KDP-BJM/I/2019 tanggal 5 Januari 2019 

tentang Penugasan Karyawan Suharno dan Suhandi Saputra sebagai Operator SIPUHH. 

3. Verifier 1.4.3 : Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

kepatuhan pengisiannya 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang 

telah ditunjuk oleh direksi meliputi operator E-Monev yaitu Djoko Priyono berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur PT Karya Delta Permai No. SK. 22/SK/DIR/KDP-PLK/XII/2021 tanggal 5 

September 2021, operator SIPUHH Online  yaitu Suhandi Saputra, S.Hut berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur PR Karya Delta Permai No. SK. 04/KDP-SPT/IX/2021 tanggal 6 September 

2021, SIPNBP yaitu Noni Murdwimanti, SH berdasarkan Surat Keputusan Direktur PR Karya Delta 

Permai No. SK. 20/SK/DIR/KDP-PLK/VIII/2021 tanggal 1 September 2021, operator SIGANISHUT 

yaitu Suhandi Saputra, S.Hut, berdasarkan Surat Keputusan Manajer Camp No. 10/SK/CM/KDP-

BC/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, sub operator SIGANISHUT yaitu Moch. Rafiq S, 

berdasarkan Surat Keputusan Manajer Camp No. 10/SK/CM/KDP-BC/XII/2020 tanggal 10 

Desember 2020, operator SIPONGI yaitu Jaet Sadikin, S.Hut berdasarkan Surat Keputusan 

Direktur PR Karya Delta Permai No. SK. 23/SK/DIR/KDP-PLK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, 

operator SICAKAP yaitu Paimun berdasarkan Surat Keputusan Direktur PR Karya Delta Permai 

No. SK. 21/SK/DIR/KDP-PLK/II/2021 tanggal 5 September 2021. Pelaporan Sistem Informasi 

milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagian besar telah berjalan sesuai 

dengan ketentuan. 

4. Verifier 1.4.4 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki Organisasi SPI sebagaimana terlihat dalam Struktur Organisasi 

yang disahkan yaitu SK Direksi No SK.09/SK/DIR/KDP-BJM/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, 

personal SPI atas nama Paimun, terdapat SK penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK 

Direktur PT KDP No. 26/SK.DIR/KDP-BJM/VI/2018 tanggal 10 Juni 2018 dengan personil SPI 

atas nama Paimun dan Hirten MT sebagai anggota, pada periode audit terdapat Surat Tugas 

pelaksanaan pemeriksaan yaitu No. 25/SPT/DIR/KDP-BJM/XI/2021 tanggal 1 November 2021, 

SPI telah melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan berjalan dengan efektif untuk 

mengontrol seluruh tahapan kegiatan. 

5. Verifier 1.4.5 : Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan rekomendasi dari hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan oleh SPI dari 

temuan audit PT Karya Delta Permai  melakukan tindak perbaikan atau koreksi namun belum 

seluruhnya, masih terdapat rekomendasi perbaikan yang belum bisa diselesaikan. 
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Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

: BAIK dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

5. Indikator 1.5 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan 

proses dan diseminasi isi kandungannya 

Bobot : Co-Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode audit Penilikan ke-5 kegiatan RKT PT Karya Delta Permai yang akan 

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat yang terdampak penebangan yaitu 

desa Joloi dan Takajung telah mendapat persetujuan pada kegiatan sosialisasi.  

2. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan Kelola Sosial (CSR) selama periode audit Penilikan ke-5 PT Karya Delta Permai yang 

rencananya dilakukan pada masyarakat desa sekitar telah disosialisasikan terhadap 5 (lima) desa 

dari 6 (enam) desa sekitar atau sebesar 83,33 %. 

3. Verifier 1.5.3 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode audit Penilikan ke-5 PT Karya Delta Permai telah mensosialisasikan mengenai 

Kawasan lindung pada masyarakat desa sekitar yaitu 4 (empat) desa dari 6 (enam) desa sekitar 

atau sebesar 66,67 %. 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.5 

: BAIK dengan nilai mencapai 86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

B. KRITERIA PRODUKSI 

6. Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

  

1. Verifier 2.1.1 : Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai mempunyai dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030 yang telah 

disetujui dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehiutanan dengan 

No SK 7531/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 

Desember 2020. An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Plt. Direktur Jenderal ttd Dr Ir. 

Bambang Hendroyono, MM   dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan landscaping areal 

produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban 

RKU 

2. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah  melakukan Penataan areal kerja (blok RKT dan petak) hanya 

sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK. Dimana kesesuaian letak dan luas RKT 2021 dengan 

RKUPHHK periode 2021-2030 sebesar 100 % dan dengan blok RKT 2022 kesesuaian letak dan 

luas sebesar 78,94 % 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tanda batas Blok RKT dan Petak Kerja RKT 2021 dan 2022, seluruhnya terlihat dengan jelas di 

lapangan baik berupa tanda batas blok RKT berupa plang RKT, Plang batas petak, rintisn batas 

blok RKT berupa polet tiga merah pada pohon dan rintisan batas petak berupa tanda polet merah 

dua pada pohon. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: BAIK dengan Nilai mencapai 88,89 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

7. Indikator 2.2 :  

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

 

1. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki data potensi tegakan dalam satu tipe ekosistem yaitu tipe 

hujan tropis basah dengan tipe ekologi hutan tanah kering . Terdapat Potensi dari hasil 

IHMB/hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun  2020, 2021 dan 2022 beserta kelengkapan 

peta pendukungnya yaitu peta pohon dengan skala 1 : 5.000 yang telah memuat posisi pohon 

tebang, jalur cruising,  kontur  dan batas petak 

2. Verifier 2.2.2 : Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat 

volume) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk satu  tipe ekosistem yaitu hujan tropis 

basah dengan tipe ekologi hutan tanah kering dan telah dianalisis yaitu pada PUP seri I pada blok 

RKT 2006 sudah dilakukan 5 (lima) kali pengukuran  dan pada PUP  Seri II pada blok RKT 2011 

sudah dilakukan 5 (lima) kali pengukuran dan PUP Seri III pada blok RKT 2017 sudah dilakukan 

4 (empat) kali pengukuran dan sudah dianalisis, Laporan PUP  sudah dilaporkan kepada Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan di Bogor sesuai dengan  Surat. No 14/SP/KDP-

BC/II/2022 tanggal 1 Pebruari 2022.  Tetapi hasil  analisa riap tegakan belum dijadikan sebagai 

dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume), penentuan JTT berdasarkan hasil ITSP 

dengan intensitas 100%. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: BAIK dengan Nilai mencapai 83,33 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

8. Indikator 2.3 :  

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

 

1. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI  tersedia 

dengan lengkap tetapi belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau 

peraturan/ketentuan teknis  seperti SOP Pemanenan/Produksi dan  implementasinya baru 
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sebagian yang sesuai dengen SOP, beberapa SOP yang belum dilaksanakan secara maksimal 

yaitu PAK, ITSP dan Produksi. 

2. Verifier 2.3.2 : Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari 

jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mempertimbangkan kemampuan 

riap pertumbuhan tegakan setempat sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian 

pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha) yaitu rata.rata sebesar 79 pohon/ha 

berdasarkan uji petik pada petak O16  dan N 16 Blok RKT 2021 

3. Verifier 2.3.3 : Tingkat kecukupan potensi permudaan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai 

dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar 

merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi 

ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha) yaitu untuk 

tingkat tiang sebesar 240 tiang/ha dan untuk tingkat pancang sebesar 720 pancang/Ha. 

4. Verifier 2.3.4 : Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik. 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana Silin telah ada dalam dokumen RKUPHHK periode 2021-2030, Lokasi yang 

direncanakan adalah pada areal bekas tebangan yang kurang permudaan dan kerengan <25% 

dengan target luas direncanakan ±13.044 Ha (20% dari luas areal produksi). Dengan daur yang 

direncanakan selama 30 tahun, maka rata-rata penanaman dengan teknik SILIN seluas ±435 

Ha/Th. Kegiatan yang telah dilaksananakan di lapangan adalah perencanaan tapak silin dan 

penyediaan bibit, sedangkan untuk kegiatan penyiapan lahan akan dilaksanakan pada tahun 2023 

5. Verifier 2.3.5 : Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka 

verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana Silin telah ada dalam dokumen RKUPHHK, perencanaan tapak dan pengadaan bibit telah 

dilaksanakan, dan penyiapan lahan dan pembuatan lubang tanam akan dilaksanakan pada tahun 

2023, sehingga sudah ada 2 (dua) kegiatan yang dilakukan dari 2 (dua) kegiatan yang seharusnya 

yaitu perencanaan tapak silin dan pengadaan bibit, sehingga seluruh tahapan silin telah dilakukan 

dari yang seharusnya. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: BAIK dengan Nilai mencapai 92,59 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

9. Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 

 

1. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dengan No. SPO/02/Prod-

RIL/2010 disetujui tanggal 30 September 2021 Revisi Ke 3. Dan isinya telah mengacu ke 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor ( Tahun 2021 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di hutan Lindung dan 

Hutan Produksi. Lampiran XIV. Didalam SOP telah mencakup Perencanaan Pemanenan, 

Pelaksanaan pemanenan dan Paska Pemanenan. 

2. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan 

Bobot : Dominan 
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Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan/sebagian 

kegiatan hasil atau pengelolaan hutan. Beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan maksimal 

yaitu belum dibutanya peta pohon yang di overlay dengan jalan sarad dan beberapa Kegiatan 

Teknik silvikuktur belum seluruhnya diterapkan dan kegiatan paska pemanenan berupa 

pembuatan guludan /sudetan belum diterapkan disemua petak bekas tebangan RKT 2021. 

3. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Hasil perhitungan kerusakan tegakan tinggal pada petak 16 N dan 16 O RKT 2021 didapatkan 

rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal adalah mati sebesar 19,81 % dan rusak berat adalah 

sebanyak 5,23 %  dan Rusak ringan sebesar 7,07% sehingga rata- rata sebesar 12,24%. 

4. Verifier 2.4.4 : Limbah pemanfaatan hutan minimal 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah melakukan pengamatan besaran faktor eksploitasi, berdasarkan 

Laporan Pengamatan Uji Petik Faktor Eksploitasi di Areal Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 

pada petak sampling 16 M didapatkan nilai faktor eksploitasi (FE) sebesar 0,80. Limbah di tempat 

penebangan sebanyak 20,75 M³, terdiri dari limbah pangkal 9,66 M³, limbah ujung sebanyak 

7,83 M³ dan limbah di TPn sebanyak 3,26 M³, terdiri dari limbah pangkal 0,75 M³, limbah ujung 

2,51 M³ 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: BAIK dengan Nilai mencapai 90,48 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

10. Indikator 2.5 :  

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

 

1. Verifier 2.5.1 : Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana 

kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self 

approval). 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen RKT 2021 yang disahkan secara self approval disahkan berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur IUPHHK HA PT Karya Delta Permai Nomor : 03/SK/Dir/KDP-PLK/I/2021 dan 

RKT 2022 telah disahkan secara self approval berdasarkan  Surat Keputusan Direktur IUPHHK 

HA PT Karya Delta Permai Nomor : 03/SK/Dir/KDP-PLK/XII/2021  yang disusun berdasarkan RKU 

yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehiutanan dengan No 

SK 7531/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020. 

2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan 

beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi ada yang tidak sesuai penataan 

petak/blok antara Peta RKU dan RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang pada penataan 

blok RKT 2022 yaitu pada petak 8-9 P dan 9-10 Q. 

3. Verifier 2.5.3 : Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ 

ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ 

bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan 

pengembangan) 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok dan petak  tebangan tahun 

2021 dan 2022 dan penandaan pada Sebagian   areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. 
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 Penandaan sempadan Sungai Sopan ditemukan di lapangan dengan koordinat 0° 12’31,44’’ LS 

dan 114° 12’25,48’’ BT, terdapat pendaaan berupa plang dan rintisan batas dengan polet warna 

merah,tetapi  penandaan sempadan sungai di blok RKT 2022 belum dilaksanakan dan Penandaan 

Kawasan lindung secara keseluruhan baru dilaksanakan sebesar 54,55% dari rencana. 

4. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka 

pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai mempunyai Realisasi volume tebangan total, antara 50-70% dari rencana 

tebangan tahunan yaitu untuk realisasi total 25.531,24 M3 dari terget 44.077,64 M3 atau sebesar 

57,92 % sedangkan relaisasi perkelompok jenis untuk Kelompok  jenis Meranti sebesar 

24.562,38 M3 dari rencana 41.390,69 M3 atau 59,34 % dan relaisasi kelompok jenis  Rimba 

campuran sebesar 968,84 m3 dari rencana 2.686,95 M3 atau sebesar 36,06 %.pada lokasi yang 

sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 71,43 % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

11. Indikator 2.6 :  

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 

kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan 

kemampuan sumber daya manusia 

 

1. Verifier 2.6.1 : Kondisi kesehatan finansial 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 31 Desember 

2020 oleh  Drs. Fahmi Rizani nomor 00159/2.0344/AU.2/01/0540-2/1/IX/2021 tanggal 27 

September 2021 bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang 

material dan parameter : Likuiditas >150% yaitu sebesar 625,18 %, Solvabilitas>150% yaitu 

172,12 %  dan nilai  Rentabilitas : positif yaitu sebesar 2,48  %. 

2. Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat 

sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik dan laporan tahunan kegiatan pengusahaan hutan tahun 2020  didapatkan realisasi alokasi 

dana kelola hutan PT Karya Delta Permai Tahun 2020 sebesar 62,71 % (60-79%) dari yang 

direncanakan dengan Rencana Sebesar Rp. 42.929.883.799 dan realisasi sebesar Rp. 

26.921.474.189 

3. Verifier 2.6.3 : 
Realisasi alokasi dana yang proporsional 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Buruk 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%) yaitu 

sebesar 110,13%, Prosentase realisasi dana tertiggi pada kegiatan  Perencanaan sebesar 114,42 

% dan Prosentase realisasi dana terendah pada kegiatan pemenuhan kewajiban kepada negara 

sebesar 4,29%. 

4. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan Laporan Keuangan PT Karya Delta Permai yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2020 dan Laporan tahun kegiatan pengusahaan hutan tahun 2020 dapat diketahui bahwa 
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 realisasi dana kelola hutan tahun 2020 terealisasi sebesar 62,71 %. Berdasarkan wawancara 

terhadap karyawan didapatkan informasi bahwa pada periode audit tidak pernah terjadi 

keterlambatan terkait pembayaran gaji sehingga Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis 

kehutanan tergolong lancar namun beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu seperti 

kegiatan PAK, ITSP 

 

5. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan 

Bobot : Dominan 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan dalam bentuk pembiayaan kegiatan 

Perlindungan Hutan, Pembinaan Hutan dan Penanaman Tanah Kosong Tahun 2020 teralisasi 

sebesar 92,41 % (>80%). Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan pembinaan hutan, 

perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong sebesar Rp. 1.530.400.000 dan terealisasi 

sebesar Rp. 1.414.300.000. 

6. Verifier 2.6.6 : Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan hasil uji petik dari kegitan penanaman pengayaan dan rehabilitasi bahwa kualitas 

penanaman sebesar 75% -80%. Rata-rata penanaman adalah 103,60 %. Sehingga kualitas dan 

kuantitas kegiatan hutan (luas dan kualitas) sebesar 77,7 % - 82,88%. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: SEDANG dengan Nilai mencapai 76,19  % , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

 

 

C. KRITERIA EKOLOGI 

12. Indikator 3.1 :  

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 

1. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Alokasi kawasan lindung PT Karya Delta Permai mengacu pada Dokumen RKUPHHK Tahun 2020 

(Periode 2021 – 2030), diantaranya Sempadan Sungai (1.548 Ha); Bufferzone Hutan Lindung 

(6.975 Ha); Kawasan Hutan Prenget (3.017 Ha); KPPN (371 Ha); dan KPSL (363 Ha). Luas total 

kawasan lindung ini adalah sebesar 12.274 Ha dan telah ditetapkan oleh direksi melalui 

penerbitan Keputusan Direktur No. 17/SK/DIR/ KDP-PLK/I/2021 tanggal 24 Januari 2021 tentang 

Penetapan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai.  

Berdasarkan uji petik kawasan lindung pada Sempadan Sungai Danum Tolung (0˚12’3,503” S 

114˚14’19,324” E) dan pada beberapa sungai lainnya di areal PT KDP, diketahui terdapat 

penambangan emas ilegal. Adanya penambangan emas dapat mempengaruhi kualitas air pada 

sungai serta merusak kondisi biofisik sempadan sungai. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi 

biofisik kawasan lindung belum sepenuhnya baik karena tidak sesuai peruntukkannya. 

2. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Panjang batas total kawasan lindung PT Karya Delta Permai adalah sebesar 418,17 km. Sampai 

dengan audit penilikan ke-5 S-PHPL, total kawasan lindung yang telah ditata batas sebesar 

228,117 km (54,55%).  
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 Berdasarkan uji petik pada Sempadan Sungai Sopan (0˚12’31,911” S 114˚12’27,376” E); 

Bufferzone Hutan Lindung Lampunyat (0˚12’57,007” S 114˚16’16,057” E); dan Bufferzone Hutan 

Lindung Bumbun (0˚14’45,358” S 114˚21’41,164” E), polet tanda batas kawasan lindung yang 

dibuat masih belum seragam dan belum sesuai dengan SOP Tata Batas Kawasan 

Lindung/Konservasi (No. SPO/09/KELING-TBKL/2010). Penandaan batas kawasan lindung 

seharusnya berupa pemancangan pal batas berwarna kuning, sedangkan pada lokasi areal justru 

berwarna merah dengan polet strip miring 5 buah (/////) atau strip garis lurus (I). 

3. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan dilindungi 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2020 (Landsat OLI-8 Path 

118 Row 60 Liputan Tanggal 15 September 2019) yang telah disahkan Direktur Inventarisasi dan 

Pemantauan Sumber Daya Hutan (No. S.50/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/ 2020 tanggal 20 Januari 

2020. Berdasarkan hasil overlay peta tersebut, areal kawasan lindung PT Karya Delta Permai 

masih dominan berhutan dengan jenis penutupan berupa hutan lahan kering primer (312,66 Ha) 

dan hutan lahan kering sekunder (11.393,49 Ha). Luas keseluruhan areal berhutan adalah 

11.706,15 Ha (96,12%). 

4. Verifier 3.1.4 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi 

Bobot : CD 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Dalam rangka mendapatkan pengakuan kawasan lindung, PT KDP telah melaksanakan sosialisasi 

kawasan lindung kepada Desa Olung Balo, Desa Takajung, Desa Muara Joloi I, dan Desa Osom 

Tompok. Sosialisasi belum dilakukan pada masyarakat Desa Mantiat Pari dan Desa Tumbang 

Ulu. Selain itu, PT KDP juga telah melaksanakan sosialisasi kawasan lindung pada karyawan dan 

kontraktor sesuai Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung Lingkup 

Karyawan (No.109/BAP-Binhut/Kdp-Briwit/I/ 2022 tanggal 9 Februari 2022).  

Berdasarkan uji petik kawasan lindung pada Sempadan Sungai Danum Tolung (0˚12’3,503” S 

114˚14’19,324” E), masih terdapat gangguan berupa penambangan emas ilegal. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih belum mengakui keberadaan kawasan 

lindung yang seyogyanya dijaga dan dipertahankan. 

5. Verifier 3.1.5 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL 

dan/atau tata ruang  

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, telah tersedia beberapa laporan dan/atau berita acara kegiatan 

terkait pengelolaan kawasan lindung, seperti: 1) BAP Kegiatan Pemeliharaan Bufferzone Hutan 

Lindung Lampunyat Sepanjang 5 Km (No. 084/BAP-BINHUT/KDP-BRIWIT/IX/2021 Tanggal 16 

Desember 2021); 2) BAP Kegiatan Pemeliharaan Bufferzone Hutan Lindung Bumbun Sepanjang 

5 Km (No. 072/BAP-BINHUT/KDP-BRIWIT/IX/2021 Tanggal 11 November 2021); 3) BAP Kegiatan 

Pembuatan Sempadan Sungai Terusan dan Sungai Sopan Blok RKT 2020 dan 2021 (No. 

019/BAP-BINHUT/ KDP-BRIWIT/IX/ 2021 Tanggal 17 April 2021); 4) Laporan Identifikasi Flora 

dan Fauna Tahun 2021 di KPPN; 5) Laporan Pelaksanaan RKL-RPL semester I tahun 2021 dan 

Semester II 2021; dan 6) Laporan Kawasan Lindung (Hutan Prenget) Tahun 2021. Laporan 

pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia adalah laporan pengelolaan pada areal KPSL 

dan beberapa sempadan sungai di areal PT KDP, seperti sempadan sungai Akah dan sempadan 

sungai Danum Tolung. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: SEDANG dengan nilai mencapai 74,07%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 
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13. Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan dokumen RKUPHHK PT Karya Delta Permai Tahun 2020 (Periode 2021-2030), 

potensi gangguan hutan di areal kerja meliputi kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal 

logging, perburuan fauna, hama penyakit tanaman, dan penambangan emas liar.  

Dalam upaya mencegah dan menangani gangguan hutan, PT Karya Delta Permai telah memiliki 

beberapa prosedur, seperti: 1) SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. SPO/16/KELING-

PPH/2010); 2) SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (No. SOP/51/BINHUT-

PKHL/2018); 3) SOP Pengendalian Pencurian Hasil Hutan (No. SOP/51/KELING-PPHH/2015); 

dan 4) SOP Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (No. SOP/56/BINHUT-PHPT/2018). 

Sebagian prosedur tersebut belum merujuk dan mengadopsi pada aturan-aturan yang berlaku 

saat ini. Selain itu, PT KDP belum memiliki prosedur penanggulangan penambangan emas liar.  

2. Verifier 3.2.2 : Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan PermenLHK No. P32 Tahun 2016, areal IUPHHK-HA dengan luas >50.000 – 

≤100.000 hektar wajib memiliki 2 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). Untuk itu, ketersediaan 

peralatan pribadi maupun peralatan regu perlu disesuaikan jumlah tersebut. 

Berdasarkan hasil verifikasi, sarana prasarana dalkarhutla PT Karya Delta Permai masih kurang 

dari ketentuan PermenLHK P.32 Tahun 2016. Sarana prasarana pribadi personil meliputi helm 

safety (15 buah/kurang 15 buah); sarung tangan (15 buah/kurang 15 buah); sepatu pemadam 

(15 buah/kurang 15 buah); baju pemadam (15 buah/kurang 15 buah); serta belum tersedia lampu 

kepala, kacamata pengaman, peples, kantong tidur. Sarpras peralatan tangan dalkarhutla juga 

masih kurang seperti gepyok 5 unit (kurang 11 unit); kapak dua fungsi 3 unit (kurang 5 unit); 

sekop 3 unit (kurang 9 unit); pompa punggung 3 unit (kurang 17 unit); dan sebagainya. 

Sementara itu, sarpras security yang tersedia meliputi topi security (4 buah); pakaian PDL (4 

buah); sepatu PDL (4 buah); peluit (4 buah); borgol (4 buah); teropong (1 buah); HT (2 buah); 

sepeda motor lapangan (2 buah); dan sebagainya. 

3. Verifier 3.2.3 : SDM perlindungan hutan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: SDM perlindungan hutan terdiri dari personil dalkarhutla dan security. Berdasarkan PermenLHK 

No. P32 Tahun 2016, areal IUPHHK-HA dengan luas >50.000 – ≤100.000 hektar wajib memiliki 

2 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu). PT KDP memiliki 2 regu inti dalkarhutla (15 personil/regu) 

dan 1 regu pendukung dalkarhutla. Seluruh personil ini belum mengikuti pelatihan dan belum 

memiliki sertifikat kompetensi pelatihan dalkarhutla (Manggala Agni). Sementara itu, anggota 

security PT KDP berjumlah 5 personil, dimana hanya 1 orang personil yang telah mengikuti 

pelatihan Gada Pratama. Lebih lanjut, PT KDP belum bekerjasama dengan masyarakat setempat 

dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).  

4. Verifier 3.2.4 : Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, PT Karya Delta Permai telah melakukan beberapa kegiatan 

perlindungan hutan, baik melalui teknis preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan 

hutan secara preemtif dilakukan melalui sosialisasi kawasan lindung dan pemasangan signboard 

terkait perlindungan hutan. Kegiatan preventif dilakukan melalui pembuatan SOP perlindungan 

hutan, penyiapan sarana prasarana dan SDM perlindungan hutan, serta patroli areal kerja. 

Kegiatan secara represif dilakukan melalui pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI dan 

bekerjasama dengan TNI Batalyon Infanteri Raider 631 dan Kepolisian Resor Murung Raya dalam 

kegiatan pengamanan hutan. Kegiatan yang masih belum dilakukan sesuai rencana dan/atau 

kewajiban adalah belum melakukan monitoring FDR (Fire Danger Rating) serta belum ada 

kegiatan yang berfokus dalam pencegahan dan penanggulangan penambangan emas liar. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

14. Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang  

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan Dokumen Addendum ANDAL tahun 2017, dampak penting terkait dampak tanah 

dan air di areal kerja PT Karya Delta Permai diantaranya peningkatan aliran permukaan (run off), 

terjadinya erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air permukaan, gangguan terhadap biota 

air, penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas udara, dan peningkatan kebisingan.  

PT KDP telah memiliki beberapa prosedur yang mengatur mekanisme pengelolaan dan 

pemantauan dalam menangani dampak-dampak tersebut, seperti: 1) SOP Pengukuran dan 

Pengolahan Data Erosi Tanah (No. SPO/04/ KELING-DET/2010); 2) SOP Pengukuran dan 

Pengolahan Sedimen (No. SPO/55/KELING-P2DS/2016); 3) SOP Konservasi Tanah dan Air pada 

Tebing Sungai (No. SPO/03/KELING-KTAS/2010); 4) SOP Pengukuran dan Pengolahan Data 

Curah Hujan (No. SPO/05/KELING-DCH/2010); dan sebagainya. PT KDP belum memiliki prosedur 

dalam menangani penurunan kualitas air permukaan, gangguan terhadap biota air, penurunan 

kualitas tanah dan kualitas udara, serta peningkatan kebisingan. 

2. Verifier 3.3.2 : Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah menyediakan beberapa sarana prasarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sarana prasarana teknis sipil yang tersedia meliputi: 

1) Ombrometer di camp Briwit (0˚17’18,758” S 114˚21’1,349” E); 2) alat ukur suhu dan 

kelembaban udara; 3) TPS Limbah B3; 4) Bak erosi; 5) Stik ukur tinggi muka air; dan sebagainya. 

Sementara itu, secara teknis vegetatif telah memiliki persemaian di Basecamp Briwit dan 

melakukan penanaman di eks TPn, kanan-kiri jalan, serta bekas jalan sarad. Sarana prasarana 

yang rawan tumpahan BBM (seperti gudang genset, gudang TPS LB3, dan bengkel) belum 

menerapkan standar bangunan yang sesuai untuk meminimalisir tumpahan BBM, seperti 

dilengkapi dengan oiltrap dan lantai kedap cairan.  

3. Verifier 3.3.3 : SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Baik 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki divisi pembinaan hutan yang melakukan kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air dengan personil tetap berjumlah 9 orang. 

Divisi pembinaan hutan terbagi kedalam bagian pembibitan, kelola lingkungan, dan kelola sosial. 

Selain itu, PT KDP juga memiliki 2 personil GANISPHPL-BINHUT, diantaranya :  

1. Fatriansyah (No. Register 03210010564, masa berlaku 6 Februari 2021 s.d 6 Februari 

2023) 

2. Zainal Abidin (No. Register 03210010565, masa berlaku 6 Februari 2021 s.d 6 Februari 

2023) 

Ketersediaan personil pembinaan hutan dan personil GANISPHPL-BINHUT diatas telah 

mencukupi kebutuhan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. 

4. Verifier 3.3.4 : Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Karya Delta Permai telah 

tertuang dalam dokumen Addendum RKL (2017), poin-poin pengelolaan dampak yang telah 

dilakukan meliputi: 1) PT KDP telah melaksanakan penebangan sesuai RKT dan menyesuaikan 

tata waktu penebangan dengan kondisi cuaca; 2) Kerusakan tegakan tinggal tergolong rendah 

(<15%); 3) Kegiatan closing up di blok 2021 masih belum optimal karena belum semua eks jalan 

sarad belum dilakukan pembuatan sodetan/guludan untuk memperkecil dampak erosi; 4) Dalam 

pengelolaan limbah B3, ketersediaan bangunan TPS Limbah B3 belum sesuai standar 

PermenLHK P.12/2020, belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah 

B3, dan bangunan rawan tumpahan BBM belum memiliki konstruksi sesuai (penyediaan oiltrap 

dan lantai kedap cair); serta 5) Dalam pengelolaan limbah domestik, TPA sampah masih 

bercampur antara organik dan anorganik.  

5. Verifier 3.3.5 : Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Karya Delta Permai telah tertuang dalam 

dokumen Addendum RPL (2017). Selama periode 1 tahun terakhir, PT KDP telah melakukan 

pemantauan curah hujan, pemantauan erosi di eks. blok RKT 2018, dan pemantauan kualitas air 

pada inlet dan outlet Sungai Terusan. Kegiatan pemantauan laju erosi belum dilakukan di bekas 

blok RKT 2020 dan pemantauan kualitas air baru dilakukan 1x dalam setahun. Kegiatan 

pemantauan yang belum dilakukan sesuai rencana adalah belum ada pemantauan kualitas tanah, 

pemantauan kondisi biota perairan, pemantauan kualitas udara, pemantauan tingkat kebisingan, 

dan pemantauan neraca limbah B3.  

6. Verifier 3.3.6 : Dampak terhadap tanah dan air 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air di outlet dan inlet Sungai Terusan, secara keseluruhan 

parameter uji masih dalam rentang baku mutu normal dan ideal dalam perairan sungai. Meskipun 

begitu, adanya dampak tanah dan air berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan limbah yang 

dilakukan karena limbah merupakan salah satu penyebab timbulnya dampak negatif terhadap 

tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi lapang, kegiatan pengelolaan limbah domestik 

maupun limbah B3 di areal PT Karya Delta Permai masih belum optimal, seperti TPA sampah 

masih bercampur antara organik dan anorganik; ketersediaan TPS Limbah B3 belum sesuai 

standar PermenLHK P.12/2020; belum bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan 
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limbah B3; dan bangunan rawan tumpahan BBM belum memiliki konstruksi sesuai (penyediaan 

oiltrap dan lantai kedap cair).  

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

: SEDANG dengan nilai mencapai 72,22%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk 

 

15. Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku 

Bobot : D 

Nilai : Baik 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal PT Karya Delta Permai diantaranya SOP 

Identifikasi Flora (SOP/09/KELING-IF/2022, Revisi 3) dan SOP Identifikasi Fauna/Satwa Liar 

(SOP/32/BINHUT-ISL/2018, Revisi 2). Masing-masing prosedur ini telah mencantumkan rujukan 

PermenLHK No. P.106/2018; CITES; dan IUCN Redlist. Identifikasi flora telah menjelaskan teknis 

identifikasi sesuai strata tegakannya (semai, pancang, tiang, pohon) dengan metode plot. 

Identifikasi fauna untuk kelas mamalia menggunakan metode jalur dan concentration count, 

untuk kelas aves dengan menggunakan metode IPA (Index Point of Abudance), dan untuk kelas 

reptilia dengan menggunakan metode reconnaissance (pengamatan visual dan wawancara) serta 

petak contoh. Setiap prosedur telah menjelaskan terkait inventarisasi setelah identifikasi, yakni 

melalui perhitungan kerapatan, dominansi, frekuensi, INP, sampai dengan tingkat 

keanekaragaman jenis (H’) untuk mengetahui tren populasi flora dan fauna dari tahun ke tahun.  

2. Verifier 3.4.2 : Implementasi kegiatan identifikasi 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, PT Karya Delta Permai telah melakukan implementasi 

identifikasi flora dan fauna dilindungi. Meskipun begitu, hasil identifikasi flora dan fauna belum 

dikategorikan status perlindungannya sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018. Identifikasi flora 

hanya dilakukan pada tingkat pohon dan telah dilakukan inventarisasi sampai dengan INP (Indeks 

Nilai Penting). Sementara itu, identifikasi fauna dilakukan sesuai kelas fauna (mamalia, reptilia, 

amphibi, aves), namun belum dilakukan inventarisasi melalui perhitungan kerapatan individu, 

kelimpahan relatif satwa, indeks keanekaragaman jenis, indeks kekayaan jenis, dan indeks 

kemerataan jenis untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan sebaran jenis satwa di areal 

konsesi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

: BAIK  dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

16. Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan 

perundangan yang berlaku 

Bobot : D 
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Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Prosedur pengelolaan flora dilindungi PT Karya Delta Permai yakni SOP Pengelolaan Flora dan 

Fauna Yang Dilindungi (SPO/30/KELING-PFF/2014). Pengelolaan flora dilindungi dilakukan 

melalui identifikasi dan inventarisasi jenis, pembinaan habitat (kawasan lindung), tindakan 

penyelamatan jenis, dan pengelolaan secara eksitu. Bentuk kegiatan pengelolaan flora yang 

diatur dalam SOP belum mempertimbangkan jenis flora dilindungi yang ada di areal PT KDP. 

Selain itu, acuan yang menjadi standar dalam penyusunan SOP ini belum mengacu pada 

PermenLHK No. 106 Tahun 2018. 

2. Verifier 3.5.2 : Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, implementasi pengelolaan flora dilindungi yang telah dilakukan 

PT Karya Delta Permai diantaranya: 1) Pembinaan habitat melalui penandaan batas kawasan 

lindung (realisasi penandaan batas kawasan lindung 54,55%); 2) Patroli dan monitoring karhutla; 

3) Identifikasi dan inventarisasi flora dilindungi; 4) Pemasangan plang larangan illegal logging; 

dan 5) Sosialisasi kawasan lindung. Jenis pengelolaan flora dilindungi yang dilakukan hanya 

berbatas kepada pembinaan habitat (kawasan lindung) dan identifikasi. Kegiatan yang belum 

dilakukan sesuai prosedur meliputi penjarangan jenis tumbuhan, penambahan jenis tumbuhan 

endemik, pemberantasan tumbuhan dan satwa pengganggu, dan tindakan pengelolaan flora 

diluar habitatnya (eksitu).  

3. Verifier 3.5.3 : Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan observasi lapang, diketahui masih terdapat gangguan terhadap flora dilindungi, 

yakni berupa pengambilan kayu ulin oleh masyarakat (ditemukan bukti gesekan kayu ulin pada 

koordinat 0˚9’12,751” S 114˚9’42,075” E). Selain itu, akses masuk masyarakat ke kawasan 

lindung setempat (sempadan sungai) masih cukup mudah, sehingga tingkat kerawanan 

gangguan hutan oleh masyarakat juga tinggi. Upaya yang telah dilakukan PT Karya Delta Permai 

untuk mencegah gangguan flora dilindungi adalah melalui sosialisasi pada masyarakat dan 

melakukan pemasangan plang-plang larangan illegal logging. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

17. Indikator 3.6 :  

Pengelolaan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 

2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemik. 

1. Verifier 3.6.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan 

yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi didasarkan pada SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Yang 

Dilindungi (SPO/30/KELING-PFF/2014). Pengelolaan fauna dilindungi dilakukan melalui 

identifikasi dan inventarisasi jenis, pembinaan habitat (kawasan lindung), tindakan penyelamatan 
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jenis fauna, penanaman pohon pakan satwa dan pohon sarang, serta pengelolaan fauna secara 

eksitu. Acuan yang menjadi standar dalam penyusunan SOP ini belum mengacu pada 

PermenLHK No. 106 Tahun 2018. 

2. Verifier 3.6.2 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode 1 tahun terakhir, implementasi pengelolaan fauna dilindungi yang telah dilakukan 

PT Karya Delta Permai diantaranya: 1) Pembinaan habitat melalui penandaan batas kawasan 

lindung (realisasi penandaan batas kawasan lindung 54,55%); 2) Patroli dan monitoring karhutla; 

3) Identifikasi dan inventarisasi fauna dilindungi; 4) Pemasangan plang larangan berburu; dan 5) 

Sosialisasi kawasan lindung. Jenis pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan hanya berbatas 

kepada pembinaan habitat (kawasan lindung) dan identifikasi. Kegiatan yang belum dilakukan 

sesuai prosedur meliputi penanaman dan pemeliharaan pohon sarang dan pohon pakan satwa; 

tindakan penyelamatan jenis pada satwa terancam punah melalui pengembangbiakan; serta 

kegiatan pengelolaan satwa diluar habitatnya (eksitu).  

3. Verifier 3.6.3 : Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

Bobot : D 

Nilai : Sedang 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil wawancara antara Auditor Sosial (An. Ir. Wasis Kuncoro) dengan masyarakat 

setempat (BPD Takajung (Bapak Bambang Irawan); Ketua RT 02 Desa Takajung (Nurdiansyah); 

Tokoh masyarakat Desa Joloi I (Bapak Bentol); dan Mantan RT Desa Joloi I (Murniansyah), 

diperoleh informasi bahwa masyarakat sudah jarang melakukan perburuan. Hewan yang diburu 

meliputi babi, kancil, kijang, dan musang. Perburuan sudah jarang dilakukan karena masyarakat 

lebih memilih melakukan penambangan emas sebagai mata pencaharian. Penambangan emas 

di areal PT Karya Delta Permai di areal kawasan lindung sempadan sungai cukup marak terjadi 

yang dapat berimbas kepada terbukanya areal sempadan sungai dan mengancam rusaknya 

habitat satwa. Upaya yang telah dilakukan PT Karya Delta Permai untuk mencegah gangguan 

terhadap fauna dilindungi adalah melalui sosialisasi pada masyarakat dan melakukan 

pemasangan plang larangan perburuan fauna dilindungi. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.6 

: SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

D. KRITERIA SOSIAL 

18. Indikator 4.1 :  

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat 

Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat 

 

1. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 

dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode penilikan ke-5, PT Karya Delta Permai memiliki dokumen terkait pola penguasaan 

dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat  tertuang dalam beberapa dokumen antara lain : Peta Sebaran 

Desa Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalteng 

Tahun 2021 Skala 1: 100.000, dimana terdapat 16 desa yang telah teridentifikasi, 6 desa 
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diantaranya menjadi desa inti binaan atau desa yang berada di ring 1 PT Karya Delta Permai.  

Sebagian besar desa berada di Kecamatan Tanah Siang, dan terdapat 2 desa yang termasuk di 

Kecamatan Seribu Riam.  Desa yang berada di dalam areal yaitu Desa Saruhung, Desa Kolam 

dan Desa Osom Tompok.  Desa yang berbatasan ada 5 sedangkan yang di luar areal ada 8 desa, 

merupakan desa-desa yang berada di sepanjang jalan menuju logpond Muara Bumban. 

Penguasaan dan pemanfaatan SDH/SDA oleh masyarakat yaitu pemukiman desa yang berada di 

dalam/perbatasan areal, kegiatan perladangan/kebun, penambangan emas dan pemanfaatan 

HHBK (berburu, mencari ikan, mencari rotan, gaharu, damar, buah-buahan dan obat-obatan yang 

dilakukan oleh masyarakat di sekitar areal, akan tetapi PT Karya Delta Permai sampai audit 

Penilikan ke-5 masih belum memiliki laporan/dokumen terkait pemanfaatan HHNK di arealnya 

oleh masyarakat sekitar serta pengelolaannya. 

Dokumen PT Karya Delta Permai yang tersedia belum memberikan informasi yang cukup terkait 

pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT Karya Delta Permai dituangkan dalam 

dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun 2021 - 2030, RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan 2022, serta 

untuk rencana kelola sosial PT Karya Delta Permai telah menyusun Rencana Operasional (RO) 

Tahun 2021 & 2022, dan sudah dirinci kegiatannya pada masing-masing desa binaan. 

2. Verifier 4.1.2 : Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas kawasan 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah  memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan 

secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak  sama 

seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam : Prosedur Delineasi Batas Kawasan dengan 

Kawasan Komunitas Setempat, revisi ke-2; Prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan 

Masyarakat, revisi ke-2; Prosedur Penanganan Klaim dan Keluhan, revisi ke-2 dan SOP 

Pemetaan Konflik. 

Prosedur tata batas partisipatif dan penyelesaian konflik diatas telah disepakati dengan 

masyarakat yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara pengakuan batas areal oleh desa-desa 

yang berbatasan diataranya Desa Osom Tompok dan Desa Mantiat Pari pada tahun 2020 serta 

proses penyelesaian konflik dengan masyarakat.  

Terdapat tambahan SOP baru yaitu SOP Pemetaan Konflik hasil telaahan terhadap SOP tersebut 

telah mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5 Tahun 2016. 

 

3. Verifier 4.1.3 : Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT  KDP telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat 

dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal dan lengkap sama 

seperti pada penilaian sebelumnya tertuang dalam :  

1. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), revisi ke-2 

2. Prosedur Upacara Adat Ketuk Pintu, revisi ke-3 

3. Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, revisi ke-2 

4. Prosedur Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat, rev ke-3 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang ada, seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang 

lengkap mencakup pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, 

keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan. Prosedur tersebut 

telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam 

perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi 

hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan. 
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4. Verifier 4.1.4 : Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen 

dengan kawasan kehidupan masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Peta Sebaran Desa Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai Kabupaten Murung Raya 

Provinsi Kalteng Tahun 2021 Skala 1: 100.000.  Berdasarkan peta tersebut areal konsesi 

sebagian besar berada di dalam wilayah administratif 6 desa. Berdasarkan Peta Sebaran Desa 

tersebut, terdapat 3 desa yang berada didalam konsesi yaitu Desa Kolam, Desa Saruhung, Desa 

Osom Tompok serta terdapat pemukiman RT 03 Desa Olung Balo dimana terdapat bangunan 

fasilitas umum berupa Pustu dan SD Negeri. 

Batas wilayah administrasi antar desa didalam areal konsesi belum definitif sehingga luas dan 

batas masing-masing desa belum diketahui.  Hal ini menyebabkan tata batas partisipatif terhadap 

desa yang berada di dalam areal belum dapat dilakukan. Batas luar konsesi yang belum dilakukan 

persetujuan yaitu yang berbatasan dengan Desa Joloi dan Desa Takajung di Kecamatan Seribu 

Riam. 

Di dalam areal PT Karya Delta Permai banyak ditemukan kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat  

sekitar berupa perladangan dan penambangan emas illegal serta aktivitas lainnya, dan belum ada 

kesepakatan dan pengelolaannya. 

Hasil verifikasi dokumen, wawancara serta berdasarkan pengecekan lapangan, PT Karya Delta 

Permai memiliki sebagian bukti terkait luas dan batas kawasan/areal kerja UM dengan kawasan 

kehidupan masyarakat sekitar. 

5. Verifier 4.1.5 : Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai  dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan 

dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) 

dengan diterbitkan SK IUPHHK-HA dan disahkanya RKUPHHK-HA PT Karya Delta Permai periode 

tahun 2021 - 2030 dan RKTUPHHK-HA PT Karya Delta Permai Tahun 2021 & 2022 yang disahkan 

secara self approval, serta telah mendapat dukungan dari beberapa masyarakat sekitar yang 

tertuang dalam : 

1. Berita Acara Pengakuan dan Dukungan Blok Penebangan, Jalan Angkutan dan TPK Hutan 

pada RKT 2021 di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai dari Desa Takajung 

kecamatan Seribu Riam, pada tanggal 3 April  2021 

2. Berita Acara Dukungan dan Pengakuan Keberadaan PT Karya Delta Permai dalam Rencana 

Blok RKT 2022, Jalan Angkutan, Base Camp Karyawan dan SILIN serta Lokasi 

Logpond/Logyard dari Desa Takajung Kec. Serbu Riam, dibuat tanggal 23 November 2021 

bertempat di Camp Manahat PT Karya Delta Permai 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping diperoleh informasi bahwa lokasi Blok RKT 

PT Karya Delta Permai Tahun 2021 da RKT 2022 berada di wilayah Desa Takajung Kec. Seribu 

Riam dan masyarakat telah mengetahui dan telah dilakukan sosialisasi oleh PT Karya Delta 

Permai. 

Pada areal PT Karya Delta Permai masih terdapat potensi konflik dengan masyarakat sekitar 

terkait areal perladangan dan tambang emas illegal oleh masyarakat di areal kerjanya, namun 

selama ini konflik tersebut masih dapat dikelola dengan baik. 

PT Karya Delta Permai memiliki dokumen yang lengkap terkait persetujuan para pihak dan batas 

areal kerja IUPHHK. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: BAIK dengan nilai mencapai 85,71 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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19. Indikator 4.2 :  

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

1. Verifier 4.2.1 : Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode penilikan ke-5, PT Karya Delta Permai memiliki dokumen menyangkut tanggung 

jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang 

tertuang dalam : 

1. SK IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai No. SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 

17 Januari 2019. 

2. RKUPHHK HA  Berbasis IHMB PT Karya Delta Permai Periode Tahun 2021 – 2031 Nomor  

SK.7531/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.I/12/2020 Tanggal 17 Desember 2020 

3. Laporan RKL dan RPL PT Karya Delta Permai semester 1 & 2 Tahun 2021 

4. Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Karya Delta Permai Tahun 2021  

& 2022 

5. Laporan Bulanan ( Januari - Desember) kegiatan Kelola Sosial/PMDH PT Karya Delta Permai  

Tahun 2021  

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen 

yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku/relevan. 

2. Verifier 4.2.2 : Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang 

izin terhadap masyarakat  tertuang dalam : 

1. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), revisi ke-2 

2. Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, revisi ke-2 

3. Prosedur Mekanisme Distribusi Insentif kepada Para Pihak, revisi ke-3 

4. Prosedur Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa, revisi ke-3 

5. Prosedur Upacara Adat Ketuk Pintu, revisi ke-0 

6. Prosedur Mekanisme Pembangunan Sarana dan Prasarana Masyarakat, rev. ke-3 

7. Prosedur Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat, rev ke-3 

Sedang implementasinya dalam bentuk kegiatan Kelola Sosial/PMDH, Rekruitment Tenaga Kerja 

Lokal, Pembuatan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, dan Bantuan-

bantuan lain kepada masyarakat sekitar. 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap masyarakat telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup 

tujuan, ruang lingkup, referensi, form dan atau lampiran yang berhubungan, penanggung jawab, 

definisi, prosedur dan penyimpanan dokumen, akan tetapi sebagian belum belum mengacu 

pada peraturan sektor kehutanan yang terbaru. 

3. Verifier 4.2.3 : Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Penilikan ke-5, kegiatan sosialisasi PT Karya Delta Permai kepada masyarakat telah 

dilakukan dengan bukti dokumen sebagai berikut : 

1) Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Kawasan Lindung IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai 

Tahun 2021, tanggal 10 Maret 2021, dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan. 
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2) Berita Acara Pengakuan dan Dukungan Blok Penebangan, Jalan Angkutan dan TPK Hutan 

pada RKT 2021 di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai dari Desa Takajung 

kecamatan Seribu Riam, pada tanggal 3 April  2021 

3) Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi RKT 2021 IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai taggal 6 

April 2021, dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan 

4) Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi dan PMDH IUPHHK-HA PT Karya Delta Permai 

Tahun 2021, 5 Mei 2021, dilengkapi daftar Hadir dan foto kegiatan. 

5) Berita Acara Dukungan dan Pengakuan Keberadaan PT Karya Delta Permai dalam Rencana 

Blok RKT 2022, Jalan Angkutan, Base Camp Karyawan dan SILIN serta Lokasi 

Logpond/Logyard dari Desa Takajung Kec. Seribu Riam, dibuat tanggal 23 November 2021 

bertempat di Camp Manahat PT Karya Delta Permai 

PT Karya Delta Permai memiliki bukti yang lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola 

SDH. 

4. Verifier 4.2.4 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai  memiliki dokumen terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam pengelolaan SDH meliputi  : 

1. Bantuan Sarana Produksi Pertanian 

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal  

3. Pemasaran Hasil Pertanian 

4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum antara lain : Perbaikan Jalan/jembatan, 

Bantuan Sarana Ibadah, Bantuan BBM dan Pemanfaatan bengkel 

5. Sosial Budaya meliputi : Bea siswa, Honor Tokoh Masyarakat, Honor Guru, dll 

6. Penyuluhan/sosialisasi RKT 

 

Hasil telaahan & verifikasi terhadap dokumen yang tersedia, PT Karya Delta Permai memiliki 

sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, 

terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen penunjangnya. 
 

5. Verifier 4.2.5 : Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai  memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang 

izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam : 

1. RKTUPHHK-HA PT Karya Delta Permai Tahun 2021 & 2022 

2. Laporan Bulanan Kelola Sosial/PMDH PT Karya Delta Permai Tahun 2021 

3. Sewa Tanah (Logpond Bumban, TPK Km 68 dan Logpond Joloi I) 

4. Bukti Pembayaran klaim lahan kepada masyarakat desa Takajung di Blok RKT Tahun 2021 

5. BAST Kegiatan Kelola Sosial PT Karya Delta Permai Tahun 2021, sesuai kegiatan yang 

dilaksanakan 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Karya Delta Permai memiliki 

dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin 

termasuk ganti rugi. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: BAIK dengan nilai mencapai  86,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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20. Indikator 4.3 :  

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak. 

1. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai sebagian  memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 

SDH, tertuang dalam :  

1. RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB PT Karya Delta Permai periode tahun 

2021 – 2030 (Tahun 2020). 

2. Laporan RKL dan RPL PT Karya Delta Permai  Semester 1 & 2 Tahun 2021 

3. BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2021, tersedia sebagian 

4. Data sewa menyewa lahan TPK KM 68 dan Logpond Bumban, tersedia lengkap 

5. Data tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal/borongan, lengkap tersedia 

6. Data dan Informasi Penambang Emas di areal PBPH PT Karya Delta Permai Tahun 2021, 

dibuat tanggal 30 Desember 2021 terdapat 4 Lokasi dan ada 43 kelompok. 

7. Terdapat peta skala 1:100.000 terkait penyebaran desa didalam dan sekitar areal PT Karya 

Delta Permai 

 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Karya Delta Permai belum memiliki 

informasi terkait pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di areal PT Karya Delta Permai, 

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang lengkap dan informasi terkait dengan 

dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT Karya Delta Permai terhadap 

masyarakat sekitar areal. 

 

2. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sama seperti pada 

penilaian sebelumnya tertuang dalam :  

1. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), revisi ke-2 

2. Prosedur Mekanisme Distribusi Manfaat, revisi ke-2 

3. Prosedur Mekanisme Distribusi Insentif kepada Para Pihak, revisi ke-3 

4. Prosedur Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dan Sewa Menyewa, revisi ke-3 

5. Prosedur Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat, rev. ke-3 

6. Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, revisi ke-2 

 

Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, isi dari SOP yang ada telah sesuai dan telah  

mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat serta telah 

diimplementasikan dilapangan. 

 

3. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

Bobot : Co Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki  dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tertuang dalam : 

1. RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB  PT Karya Delta Permai periode tahun 

2021 – 2030 (Tahun 2020) 
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2. RKTUPHHK-HA PTKarya Delta Permai Tahun 2021 dan Tahun 2022 

3. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Karya Delta Permai Tahun 2021 & 2022 

Berdasarkan telaahan terhadap Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT Karya Delta Permai rencana 

yang ada dalam dokumen RKUPHHK-HA telah dijelaskan secara global, sedang untuk rencana 

kelola sosial tahun berjalan terdapat dalam RKTUPHHK-HA Tahun 2021 & 2021 dan dirinci 

kegiatannya dalam Rencana Operasional (RO) Kelola Sosal/PMDH tahun 2021 & 2022. 

PT. Karya Delta Permai memiliki dokumen mengenai rencana pemegang izin mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. 

4. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi  oleh PT Karya Delta 

Permai  terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan PMDH/Kelola Sosial PT Karya Delta Permai 

Tahun 2021, sebesar  0 % (kegiatannya berupa pemberian honor dan bantuan saja). 

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Karya Delta Permai tahun 2021 ada 112 orang lokal 

dari 184 karyawan (53 Harian Lepas), atau sebesar 60,87 % 

3. Kerjasama Perakitan dengan masyarakat sekitar ada 3 kontraktor Perakitan dari Muara 

Bumban ke Banjarmasin (dan sub kontraktor rakit ada 3 regu dari Muara Joloi ke Muara 

Bumban), semua berasal dari lokal, atau sebesar 100 % 

Pendekatan Implementasi Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat oleh PT 

Karya Delta Permai sebesar : 

                       ( 0 + 60,87 + 100 ) %  :  3   =  53,62 % (> 50 %) 

5. Verifier 4.3.5 : Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memilki bukti dokumen/laporan terkait pelaksanaan Distribusi Manfaat 

kepada Para Pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan hal Pemerintah/ Negara) tertuang 

dalam : 

1. Rekap Laporan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2021 

2. Rekap Gaji Karyawan Tahun 2021 

3. Rekap THR Karyawan Tahun 2021 

4. Sewa Tanah (Logpond Bumban, TPK Km 68 dan Logpond Joloi I) 

5. Rekap Pembayaran Upah Borongan Perakitan, sesuai SPK 

6. Rekap Kewajiban Kepada Pemerintah/Negara tersedia lengkap meliputi : 

- PBB Tahun 2021 

- PPh 21 

- BPJS Tenaga Kerja, tahun 2021  

- BPJS Kesehatan tahun 2021  

- Pembayaran DR & PSDH 

PT Karya Delta Permai memiliki  laporan/dokumen yang lengkap terkait  pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak dalam hal ini Karyawan, Masyarakat  dan Pemerintah/Negara dan 

terdokumentasi dengan baik. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

: BAIK dengan nilai mencapai 92,59 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  
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21. Indikator 4.4 :  

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal 

1. Verifier 4.4.1 : Tersedianya mekanisme resolusi konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai  memiliki mekanisme terkait resolusi konflik yang mengacu pada Perdirjen 

P.5 Tahun 2016 tertuang dalam dokumen : 

1. Prosedur Mekanisme Penyelesaian dengan Masyarakat, revisi ke-2 

2. Prosedur Penanganan Klaim dan Keluhan, revisi ke-2 

3. Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, revisi ke-2 

4. SOP Pemetaan Konflik No. 11/SOP-PK/KESOS/KDP/2022 

Seluruh prosedur diatas bertujuan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik dengan para 

pihak. Prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, 

referensi, form dan atau lampiran yang berhubungan,  penanggung jawab, definisi, prosedur dan 

penyimpanan dokumen. Namun prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik  belum mengacu 

Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi  dan 

Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi dan 

panduan kerjanya, mekanisme resolusi konflik yang tersedia masih belum lengkap dan kurang 

jelas. 

2. Verifier 4.4.2 : Tersedia peta konflik 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Berdasarkan telaahan dokumen diketahui bahwa PT Karya Delta Permai dalam kegiatan 

operasionalnya memiliki potensi konflik dengan masyarakat terkait adanya kegiatan perladangan, 

penebangan liar dan penambangan emas ilegal (PETI) di dalam areal.  Kondisi tersebut telah 

dituangkan pada Peta Rawan Konflik PT Karya Delta Permai Tahun 2021 Skala 1 : 250.000 yang 

menggambarkan adanya kegiatan perladangan dan penebangan liar masyarakat di jalan koridor 

yang membelah areal konsesi, bermula di Desa Mantiat Pari hingga ke Muara Joloi, PT KDP telah 

melakukan identifikasi potensi konflik di areal PT KDP, namun belum seluruhnya. 

PT Karya Delta Permai telah memiliki Draf Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang 

mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan 

Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi, akan tetapi 

masih belum lengkap dan belum disampaikan kepada Instansi terkait. 

3. Verifier 4.4.3 : Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki kelembagaan resolusi konfik yang ditetapkan berdasar SK 

Direktur PT KDP Nomor 06/SK/DIR/KDP-PLK/II/2021 tanggal 10 November 2021 tentang 

Pembentukan Panitia Resolusi Konflik Pada Lingkup PBPH PT KDP periode Tahun 2021 - 2023, 

terdiri dari unsur penasihat/pelindung, penanggung jawab, ketua, sekretaris, seksi inventarisasi 

lahan/tanam tumbuh dan seksi inventarisasi lahan adat/keramat, dilengkapi dengan Uraian Tugas 

masing-masing. 

Jumlah SDM sesuai SK tersebut sebanyak 15 orang, berdasar pernyataan Kabag Pembinaan 

Hutan dalam pelaksanaannya resolusi konflik didukung personal di lapangan yaitu mandor 3 

orang, supir 3 orang serta Humas 6 orang, sehingga total SDM dari PT Karya Delta Permai 

berjumlah 27 orang.  Sedangkan pihak eksternal yang membantu dalam proses penanganan 

konflik yaitu Tripika Kecamatan Seribu Riam, Damang Seribu Riam, Kepala Desa dan Ketua Adat, 

Dewan Adat Kecamatan dan Dewan Adat Kabupaten Murung Raya.  Selain itu apabila diperlukan 

akan melibatkan anggota TNI dan Polri sebanyak 5 orang.  
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Terkait anggaran penanganan konflik telah dituangkan dalam Rencana Operasional Kegiatan 

Kelola Sosial PT Karya Delta Permai, dimana pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 

64.000.000.   

Dengan demikian PT Karya Delta Permai telah memiliki organisasi penanganan konflik, tersedia 

SDM dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. 
 

4. Verifier 4.4.4 : Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: 
Berdasarkan laporan identifikasi hasil identifikasi klaim lahan pada periode 1 tahun terkahir, 

terdapat tambahan hasil identifikasi klaim lahan berupa ladang masyarakat sekitar oleh 10 orang 

dengan luas 21 Ha, jadi luas keseluruhan ladang masyarakat yang sudah diidentifikasi sejumlah 

138 orang dengan luas 330 Ha, dan masih belum seluruhnya teridentifikasi. 

Di areal PT Karya Delta Permai banyak ditemukan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) 

di Danum Tolum dan di sungai sepanjang jalan menuju Bambuing (RT 02 Desa Takajung), akan 

tetapi PT Karya Delta Permai baru sebagian melakukan Identifikasi/pendataan terhadap aktivitas 

tersebut. 

Pada periode penilikan ke-5, Terdapat Konflik Klaim Kebun masyarakat an. Jamin dkk di Blok 

RKT 2021 dan telah dilakukan musyawarah dan akhirnya terdapat kesepakatan PT Karya Delta 

Permai membayar uang Tali Asih kepada yang bersangkutan serta dibuat berita acara 

kesepakatan. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Karya Delta Permai telah melakukan upaya 

proses penyelesaian konflik yang ada di arealnya, akan tetapi PT Karya Delta Permai belum 

menyusun laporan terkait proses penyelesaian konflik yang terjadi serta belum melaporkan 

kepada Dishut Provinsi Kaltim, secara rutin (tiap semester). 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

22. Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan, Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 : Adanya hubungan industrial 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen yang mengatur hubungan industrial dengan 

karyawannya, akan tetapi tidak lengkap dan belum tersedia dokumen Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan serta PT Karya Delta Permai belum memiliki LKS Bipatrit sesuai Pasal 106 UU 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan wawancara diperoleh informasi bahwa 

sebagian karyawan PT Karya Delta Permai telah mendapatkan sosialisasi PP serta Perusahaan 

telah merealisasikan sebagian besar klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP) 

dan Ketentuan yang berlaku. 

2. Verifier 4.5.2 : Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai  memiliki mekanisme peningkatan kompetansi tertuang dalam Rencana 

dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan PT Karya Delta Permai Tahun 2021, PT Karya Delta 

Permai  telah mengimplementasikan sebagian Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja dalam 

rencana dan realisasi pelatihan, pada tahun 2021  ada 10 jenis pelatihan dengan jumlah peserta 
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21 orang, dan realisasi 5 jenis pelatihan mencapai 50,00 % sedang jumlah peserta mencapai 

66,67 %. 

Sedang dalam pemenuhan GANIS PHPL, PT Karya Delta Permai memiliki  14 orang GANIS PHPL 

(kartu Ganis masih berlaku) terdiri : Kurpet = 0 orang, Canhut = 6 orang, Binhut  = 3 orang, PKB-

R= 5 orang, masih terdapat kekurangan Tenaga Teknis PHPL terutama Ganis Kurpet dan 

Nenhut. 

3. Verifier 4.5.3 : Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : SEDANG 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam 

Peratuan Perusahaan PT Karya Delta Permai  Periode 2021 – 2023 Bab V Pasal 18 - 20 tentang 

Penetapan Perubahan Jabatan. 

Pada periode I tahun terakhir, terdapat Implementasi Jenjang Karir PT Karya Delta Permai 

berdasarkan SK Manager Camp No 121/KDP-BC/SK-XII/2021 tentang Penetapan Operator 

Tractor (perawatan dan pemeliharaan jalan) kepada Antonisus Kiki, SK berlaku sejak 10 

Desember 2021 

PT Karya Delta Permai memiliki mekanisme peningkatan jenjang karir terhadap karyawannya 

akan tetapi baru sebagian yang diimplementasikannya. 

4. Verifier 4.5.4 : Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 

Bobot : Dominan 

Nilai : BAIK 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang 

dalam Peraturan Perusahaan PT Karya Delta Permai Periode 2021-2023 Bab VIII Pasal 26 - 30, 

serta telah mengimplementasikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku seperti Gaji 

diatas UMK Kabupaten Murung Raya dan pembayarannya lancar setiap bulannya, Karyawan 

diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan dibuktikan dengan 

kepemilikan kartu peserta, serta fasilitas kesejahteraan yang ada di Base Camp KM 70 dan Camp 

Produksi Manahat yang cukup memadai, serta terdapat fasiltas olahraga dan fasilitas kesehatan 

yang dilengkapi dengan 1 orang tenaga medis dan ada kerjasama dengan dokter Puskesmas 

Kec. Seribu Riam (kunjungan secara periodik). 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Karya 

Delta Permai diperoleh informasi bahwa Perusahaan PT Karya Delta Permai  telah 

mengimplementasikan seluruh  tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada 

dalam Peraturan Perusahaan dan Perundangan lainnya yang berlaku. 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

: SEDANG dengan nilai mencapai 75,00 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk  

 

 

E. STANDAR VLK HUTAN 

 

 

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK 

1 Verifier 

1.1.1.a. 

: Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) 

Nilai : Memenuhi 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen SK IUPHHK-HA yaitu keputusan Menteri 

Kehutanan No. 429/ Menhut-II/2004, tanggal 19 Oktober 2004 seluas ± 79.400 Ha dan 

Lampiran Peta skala 1 : 100.000 di Kelompok Hutan Sungai Murung - Sungai Barito, 

Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan berlaku sejak tanggal 

diterbitkan untuk jangka waktu 45 tahun. Terdapat Addendum SK MenLHK No. 

SK.53/MENLHK/SETJEN/HPL.0/1/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 429/ Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Karya Delta Permai atas 

Areal Hutan Produksi Seluas ± 79.400 Ha di Kabupaten Murung Raya Provinsi 

Kalimantan Tengah, berdasarkan SK luas areal berubah dari ± 79.400 Ha menjadi ± 

85.950 Ha, SK dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000. SK IUPHHK-HA No. 

SK.429/Menhut-II/2014 tanggal 19 Oktober 2004 dan peta lampirannya dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.  

2 Verifier 

1.1.1.b. 

: Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai mendapatkan SPP sebanyak 2 kali yaitu Periode I atas Pemberian 

HPH dengan SPP Iuran HPH No. S.985/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 November 2004 

sebesar 8.932.500.000,- untuk areal seluas 79.400 hektar selama 45 Tahun. Terdapat 

bukti setor pada tahun 2000 telah menerima SPP IHPH No 2498/VI-EDAR/2000 tanggal 

13 Desember 2000 sebesar Rp 2.301.000.000 dan telah dibayarkan pelunasannya 

sebesar Rp 2.301.000.000 pada tanggal 19 Januari 2000 sesuai dengan bukti transfer 

Bank Indonesia Pusat kemudian disusul dengan pembayaran  sebesar Rp. 

6.631.500.000,- dengan kode referensi 1715A02KDPI0611 tanggal pembayaran 28 

Nopember 2006. Periode II atas Penambahan Areal IUPHHK-HA berupa SPP Iuran 

IUPHHK No. S.469/PHPL/IPHH/HPL.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp. 

1.125.300.000,- untuk areal seluas ± 7.260 Ha. Terdapat bukti setor IIUPH senilai Rp. 

1.125.300.000,- yang dibayarkan melalui Bank Mandiri tanggal 05 September 2018 

dengan NTPN 3F77250UEEPHI400 dan Kode Billing 820180903160513 sesuai dengan 

SPP No. S.469/PHPL/IPHH/HPL.4/8/2018 tanggal 13 Agustus 2018. 

3 Verifier 

1.1.1.c. 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada) 

Nilai : Tidak diterapkan (NA) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030, RKTUPHHK-HA Tahun 

2021 dan RKTPH Tahun 2022 serta wawancara dengan Manajemen Representatif (Bpk. 

Paimun) diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan 

IUPHHK. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ not applicable. 

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang 

berwenang 

1 Verifier 

2.1.1.a. 

: Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah 

hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 

b) Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 

c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dokumen RKUPHHK-HA. 

Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021 - 2030 yang telah 

disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
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SK.7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 dilengkapi 

Lampiran Peta Kerja skala 1 : 100.000, dokumen disahkan dan ditanda tangani oleh 

Bambang Hendroyono, MM. NIP. 19640930 198903 1 001 atas nama MenLHK. 

Dokumen RKTUPHHK-HA/RKTPH 

• RKTUPHHK-HA Tahun 2021 disahkan secara self approval oleh Direktur PT Karya 

Delta Permai melalui SK No. 03/SK/DIR/KDP-PLK/I/2021 tanggal 08 Januari 2021 

dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 50.000,  target luas tebangan 2.487 Ha dengan 

volume 44.077,64 M3 yang berasal dari PWH sebesar 672,32 M3 dan dari Blok RKT 

TPTI sebesar 43.405,32 M3. 

• RKTPH Tahun 2022 disahkan secara self approval oleh Direktur PT Karya Delta 

Permai melalui SK No. 03/SK/DIR/KDP-PLK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 

dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 50.000, target luas tebangan 1.433 Ha dengan 

volume kayu bulat 28.904,99 M3 PWH sebesar 1.645 M3 dan dari Blok RKT TPTI 

sebesar 29.327,74 M3. 

Peta RKTUPHHK-HA/RKTPH 

Peta RKTUPHHK Tahun 2021 dan Peta RKTPH Tahun 2022 skala 1 : 50.000 PT Karya 

Delta Permai dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Robby Cahyadi No. Reg. 01913-

10/CANHUT/XVIII/2018 atau No. Reg. 01210010360 berdasar SK. 274/BPHPX-2/2021 

berlaku 14 Februari 2021 S/D 6 Februari 2023  

2 Verifier 

2.1.1.b. 

: Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen perencanaan berupa Peta Lampiran RKTUPHHK-

HA Tahun 2021 dan Peta Lampiran RKTPH  Tahun 2022 Skala 1 : 50.000 diketahui 

terdapat penggambaran di Peta atas areal yang tidak boleh ditebang meliputi KPPN, 

KPSL, Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, PUP dan Kebun Benih. 

Implementasi penandaan di lapangan Buffer Zone Lampunyat berupa tolet cat merah (///) 

pada koordinat S 0°21575078 ; E 114°2710681, Sempadan Sungai Buso terdapat cat 

tanda batas pada koordinat S 0°16'21,910" ; E 114°18'35,610", Plang Sempadan Sungai 

Danum Tolung, pada koordinat S 0°12'1,596" ; E 114°14'35,874", KPPN tolet batas 

berupa (///) sesuai Peta pada koordinat S 0°18'40,482" ; E 114°19'38,484". Plang 

nama/banner Sempadan Sungai Briwit, titik koordinat S 0°17'24,168" ; E 114°20'56,598". 

3 Verifier 

2.1.1.c. 

: Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di 

lapangan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada Lampiran Peta RKTUPHHK-HA 

Tahun 2021 dengan warna hijau kekuningan dengan batas garis warna hitam sedangkan 

lokasi di luar blok berwarna hijau. Di lapangan terdapat implementasi penandaan batas 

dengan tolet warna merah pada pohon/tiang, rintisan batas dan pemasangan identitas 

batas blok/petak seperti ditemukan pada : 

   Batas Koordinat 

Plang Batas Petak N.15/O.15 RKT 2021 0°12’30,426’’LS dan 114°11’46,992’’BT 

Tolet batas Petak N.15/O.15 RKT 2021 0°12’30,390’’LS dan 114°11’44,976’’BT 

Rintis batas Petak N.15/O.15 RKT 2021 0°12’30,252’’LS dan 114°11’44,802’’BT 

Plang Batas Petak P.14 RKT 2021/Q.14  0°13’35,064’’LS dan 114°11’20,326’’BT 

Tolet batas Petak P.14 RKT 2021/Q.14 0°13’34,878’’LS dan 114°11’19,842’’BT 

Plang Batas Petak P.15/P.14 RKT 2021 0°13’28,986’’LS dan 114°11’34,092’’BT 

Plang Batas Petak O.15/P.15 RKT 2021 0°13’02,280’’LS dan 114°11’50,568’’BT 

Plang Batas Petak M.15/N.15 RKT 2021 0°11’56,676’’LS dan 114°12’02,196’’BT 

Plang Batas Petak M.16/M.15 RKT 2021 0°11’51,030’’LS dan 114°12’05,304’’BT 

. 
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Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

1 Verifier  2.2.1.a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa 

dalam proses) dengan lampiran-lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2021 - 2030 yang telah 

disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.7531/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 dilengkapi 

Lampiran Peta Kerja skala 1 : 100.000, dokumen disahkan dan ditanda tangani oleh 

Bambang Hendroyono, MM. NIP. 19640930 198903 1 001 atas nama MenLHK. 

• Dalam dokumen RKUPHHK-HA direncanakan pada areal seluas ± 85.950 Ha 

dengan zonasi areal meliputi Kawasan Lindung seluas ± 12.274 Ha, kawasan 

tidak efektif untuk produksi seluas ± 8.455 Ha dan kawasan efektif untuk 

produksi seluas ± 65.221 Ha. 

• Rencana penebangan periode 2021 – 2030 dengan sistem silvikultur Tebang 

Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan Etat Luas maksimum ± 20.693 Ha/ 10 

tahun dan Etat Volume maksimum ± 674.090,42 M3/ 10 tahun. 

• Di samping itu rencana penyiapan lahan dan penanaman periode tahun 2021 – 

2030 pada kawasan untuk produksi dilaksanakan Sistem Silvikultur TPTI dan 

penanaman dengan Teknik SILIN dengan jenis meranti unggulan seluas ± 

13.044 Ha selama 30 tahun atau rata-rata ± 435 Ha/ tahun. Target penyiapan 

lahan dalam RKTUPHHK-HA mengacu kepada hasil Inventarisasi Tegakan 

Sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas sampling 100% pada pohon 

berdiameter minimum 10 (sepuluh) cm. 

2 Verifier 2.2.1.b. : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan 

lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. 

Nilai : Tidak Diterapkan (NA) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030, RKTUPHHK-HA 

Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 diketahui bahwa PT Karya Delta Permai 

merupakan IUPHHK-HA yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI, tidak menerapkan 

sistem silvikultur THPB sehingga tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu 

hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan 

tanaman industri. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan/ not applicable. 

 

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen dimanfaatkan telah di LHP-kan 

1 Verifier 3.1.1. : Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada kegiatan penilikan 5 (periode Februari 2021 – Januari 2022) PT Karya Delta 

Permai telah membuat LHP atas produksi kayu bulat pada RKTUPHHK-HA Tahun 

2021 sebanyak 30 set dokumen dengan total kayu bulat sebanyak 6.143 batang atau 

setara dengan volume 25.896,67 m3. LHP dibuat oleh Petugas yang berwenang 

membuat LHP yaitu Ganis PHPL PKB atas nama Sadar Register No. 00677-10/PKB-

R/XVIII/2018 (No. Reg. baru 04210010692 berlaku 7 Feb 2021 s/d 7 Feb 2023) 

berdasarkan SK Penunjukkan Direktur PT Karya Delta Permai No. 045/DIR-

KDP/SK.P2LHP/XII/2018 berlaku sampai dengan 11 Desember 2021,  uji petik 

kesesuaian fisik kayu dan dokumen dilakukan terhadap kayu bulat sebanyak 100 

batang diantara 982 batang kayu bulat yang ada di TPK Antara Logpond Muara Joloi. 
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Hasil uji petik menunjukan tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan 

volume sebesar 1,39 % (<5%), yang berarti tidak terdapat perbedaan antara fisik 

kayu dengan dokumen LHP. Hasil uji petik lacak balak menunjukan dari 10 batang 

kayu di LHP dapat ditemukan di lapangan. 

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil 

hutan 

1 Verifier 3.1.2. : Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : 

a) TPK Hutan ke TPK Antara 

b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar 

TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: A. Penetapan TPn, TPK Hutan, dan TPK Antara 

PT Karya Delta Permai telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dengan 

kondisi : 

a. TPK Hutan 

- SK Pengesahan dan Buku RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan RKT 2022 

menetapkan lokasi TPn di dalam blok RKT. 

- SK TPK Hutan sesuai dengan SK Manager Camp PT Karya Delta Permai No. 

07/SK/KDP-BRIWIT/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 pada koordinat S 000 06’ 

09” dan E 1140 06’ 31”;  

b. TPK Antara : 

- SK TPK Antara Joloi sesuai SK No. 05/SK/DIR/KDP-PLK/I/2020 tanggal 03 

Januari 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK 

Antara I Joloi) Kegiatan Pengusahaan Hutan pada PT Karya Delta Permai di 

Provinsi Kalimantan Tengah. Dan SK Direksi PT KDP No. 30/SK/DIR/KDP-

PLK/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 

- TPK Antara Bumban sesuai SK No. 06/SK/DIR/KDP-PLK/I/2020 tanggal 03 

Januari 2020 tentang Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK 

Antara II Bumban) Kegiatan Pengusahaan Hutan pada PT Karya Delta Permai 

di Provinsi Kalimantan Tengah dan SK Direksi PT KDP No. 30/SK/DIR/KDP-

PLK/I/2021 tanggal 6 Januari 2021. 

- TPK Antara Barito Kuala sesuai dengan SK No. 20/DIR-KDP/SK.TPK-

Antara/XI/2019 berlokasi di Desa Tamban Kecil Kecamatan Tamban 

Kabupaten Barito Kuala dan SK Direksi No. 351/DIR-KDP/SK.TPK-

ANTARA/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dengan lokasi di Desa Tamban 

Kecil Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. 

B. Penunjukan Ganis Penerbit Dokumen SKSHHK dan P3KB 

PT Karya Delta Permai telah menunjuk Ganis PHPL PKB sebagai Penerbit SKSHHK 

dan P3KB berdasarkan : 

1) Suhandi Saputra  dengan Register No. 01863-10/PKB-R/XVIII/2020 ditugaskan 

sebagai : 

- Penerbit SKSHHK di TPK Hutan berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 

350/DIR-KDP/SK-P.SKSHHK/XI/2020 berlaku sampai dengan 20 November 

2023;  

- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Joloi I berdasarkan SK Penunjukkan Direksi 

No. 351/DIR-KDP/SK-P.SKSHHK/XI/2020 berlaku sampai dengan 20 

November 2023;  
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- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Muara Bumban berdasarkan SK 

Penunjukkan Direksi No. 351/DIR-KDP/SK-P.SKSHHK/XI/2020 berlaku 

sampai dengan 20 November 2023; 

2) Syahrul Arif dengan Register No. 00448-10/PKB-R/XVIII/2019 ditugaskan 

sebagai : 

- P3KB di TPK Antara Joloi I, berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 

21/DIR-KDP/SK-P3KB/I/2020 berlaku sampai dengan 15 Januari 2023; 

- P3KB di TPK Antara Muara Bumban, berdasarkan SK Penunjukkan Direksi 

No. 21/DIR-KDP/SK-P3KB/I/2020 berlaku sampai dengan 15 Januari 2023; 

3) Bambang Sumantri dengan Register No. 00447-09/PKB-R/XIX/2019 sebagai 

P3KB di TPK Antara Kalsel berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 23/DIR-

KDP/SK.P3KB/XII/2019 berlaku sampai dengan 7 Desember 2022; 

4) Suharno dengan Register No. 00446-09/PKB-R/XIX/2019 sebagai Penerbit 

SKSHHK di TPK Antara Kalsel berdasarkan SK Penunjukkan Direksi No. 24/DIR-

KDP/SK-P.SKSHHK/XII/2019 berlaku sampai dengan 11 Desember 2023. 

C. Penerbitan SKSHHK 

Selama periode audit penilikan ke-5 (Februari 2021 s/d Januari 2022) terdapat 

penerbitan SKSHHK sebagai berikut : 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Joloi 

berjumlah 9 set untuk kayu sebanyak 5.625 batang dengan volume 29.123,40 

m3 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Logpond Joloi ke TPK Antara 

Bumban berjumlah 4 set untuk kayu sebanyak 3.352 batang dengan volume 

18.855,95 m3 

Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Bumban ke TPK Industri berjumlah 

6 set untuk kayu sebanyak 5.410 batang dengan volume 29.371,10 m3 

Hasil uji Kesesuaian dokumen SKSHHK dengan LMKB bulan Desember 2021 

menunjukan terdapat kesesuaian antara dokumen LMKB TPK Antara Bumban dimana 

terdapat pengurangan kayu bulat sebanyak 267 batang setara 1.018,06 m3 sesuai 

dengan dokumen SKSHHK No. KB.B.9045411 dimana pada tanggal 27 September 

2021 terdapat kayu bulat diangkut kapal TB. Sahabat Mulia 07 sebanyak 267 batang 

setara 1.018,06 m3.  

 

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

1 Verifier 3.1.3.a. : Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat  dari pemegang IUPHHK-HA bisa 

dilacak balak 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dapat diverifikasi bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Karya 

Delta Permai telah dilaksanakan melalui SIPUHH sesuai ketentuan. Terdapat 

penggunaan barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu. Di samping itu pada bontos 

kayu juga diberi penomoran produksi dengan menggunakan cat warna putih untuk 

memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode yang ada. 

Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT 

Karya Delta Permai dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, 

dokumen SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara dan dokumen SKSHHK 

Penjualan ke Industri. 

Tanda - tanda PUHH pada kayu produksi PT Karya Delta Permai berupa barcode 

terpasang di bontos kayu sesuai dengan dokumen, juga terpasang di tunggul kayu 

sehingga bisa dilacak balak. 

2 Verifier 3.1.3.b. : Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin 
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Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui telah terdapat penandaan secara konsisten 

sesuai pemeriksaan lapangan penelusuran ke tunggul.   

Penandaan identitas kayu pada tunggul menggunakan id barcode warna kuning. 

Penandaan identitas pada bontos kayu produksi dilaksanakan dengan memberikan 

tanda berupa id barcode warna kuning. Terdapat Penandaan nomor produksi 

menggunakan label kuning, dan label warna merah untuk nomor produksi dan ukuran 

sortimen (jenis, panjang, diameter ujung, diamater pangkal, dan diamater rata-rata). 

Pemeriksaan Lapangan di TPK Hutan dan Tunggul di Petak Tebangan diketahui bahwa 

PT Karya Delta Permai telah melaksanakan kegiatan memberian identitas secara 

konsisten pada kayu hasil produksinya. 

PT Karya Delta Permai diverifikasi telah melakukan penatausahaan kayu dengan 

menggunakan SIPUHH Online dan hasil pengecekan SIPUHH Online dapat 

dioperasikan di basecamp dan di TPK Antara yang digunakan untuk penerbitan 

dokumen LHP dan penerbitan dokumen SKSHHK. Terdapat sarana dan prasarana 

serta perangkat keras maupun perangkat lunak yang mencukupi serta SDM yang 

mampu untuk mengoperasikannya. 

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK 

1 Verifier 3.1.4. : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip 

FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar 

Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan 

terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb 

: 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Joloi 

berjumlah 9 set untuk kayu sebanyak 5.625 batang dengan volume 29.123,40 m3 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Logpond Joloi ke TPK Antara 

Bumban berjumlah 4 set untuk kayu sebanyak 3.352 batang dengan volume 

18.855,95 m3 

- Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Bumban ke TPK Industri berjumlah 

6 set untuk kayu sebanyak 5.410 batang dengan volume 29.371,10 m3  

 

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber 

Daya Hutan (PSDH). 

1 Verifier 3.2.1.a. : Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-5 PHPL dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan 

PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKT 2021 baik dari kelompok jenis, volume dan 

tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH 

diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP DR dan PSDH 

yang diterbitkan dengan rincian seperti pada tabel berikut : 

- Jumlah SPP Pembayaran DR sebesar US$ 421.243,54 

- Jumlah SPP Pembayaran PSDH sebesar Rp 2.056.969.610,- 

2 Verifier 3.2.1.b. : Bukti setor DR dan atau PSDH 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP RKT 

Tahun 2021, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ 

Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP 
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SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar 

sesuai ketentuan.  Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan 

PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu :  

- Jumlah Pembayaran DR sebesar US$ 421.243,54 

- Jumlah Pembayaran PSDH sebesar Rp 2.056.969.610, 

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Karya Delta Permai, diverifikasi bahwa 

seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” 

sampai pada saat audit dilaksanakan. 

3 Verifier 3.2.1.c. : Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan 

lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu 

hutan tanaman. 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan SPP DR dan PSDH serta bukti pembayaran DR dan PSDH telah sesuai 

dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 

2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang 

berlaku pada Kementerian Kehutanan. 

2. PermenLHK No.  P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 

2017 tentang Penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi 

sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan. 

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.  

71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan 

dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, 

Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil  Pemanfaatan Hutan. 

 

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang 

Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 

1 Verifier 3.3.1. : Dokumen PKAPT 

Nilai : Tidak Diterapkan 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dokumen PKAPT sudah tiidak diberlakukan lagi sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan dan Peridustrian No. 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang 

Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/ 

KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera 

Indonesia dan memiliki izin yang sah 

1 Verifier 3.3.2. : Dokumen yang menunjukkan identitas kapal 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen kapal (Surat Persetujuan Berlayar) diketahui bahwa 

seluruh pengangkutan kayu dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera 

Indonesia sebagai berikut : 

1) SPB No. 551.3.31/249/DISHUB/LLASDP/2021 tanggal 25 Oktober 2021 kapal TB. 

Sumber Hikmah 09 mengangkut kayu bulat 1.088 batang setara 6.115,76 m3 

SKSHHK KB.B.9183954. 

2) SPB No. 551.3.31/847/DISHUB/LLASDP/2021 tanggal 25 Desember 2021 kapal 

TB. Sumber Hikmah 04 mengangkut kayu bulat 1.290 batang setara 7.435,65 m3 

SKSHHK KB.B.9441659. 

3) SPB No. 551.3.31/87/DISHUB/LLASDP/2021 tanggal 27 September 2021 kapal 

TB. Sahabat Mulia 07 mengangkut kayu bulat 267 batang setara 1.018,06 m3 

SKSHHK KB.B.9045411. 
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4) SPB No. 551.3.31/071/DISHUB/LLASDP/2021 tanggal 20 Juli 2021 kapal TB. 

Sumber Hikmat 08 mengangkut kayu bulat 1.488 batang setara 9.003,87 m3 

SKSHHK KB.B.8688370. 

5) Surat Laut ID.PK.205/64/SL-PM/DK-15 kapal TB. Rimba Raya XVI  mengangkut 

kayu bulat 749 batang setara 3.618,40 m3 SKSHHK KB.B.8036699. 

6) SPB No. 017/UPP.R/WKJ/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 kapal TB. Cumawis IV 

mengangkut kayu bulat 528 batang setara 2.179 m3 SKSHHK KB.B.8537303. 

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal 

1 Verifier 3.4.1. : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai telah mendapatkan Sertifikat PHPL yang dikeluarkan oleh LP-

PHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL No.  08.SPHPL.019-IDN 

berlaku selama 5 (lima) Tahun dari tanggal 31 Maret 2017 s.d. 30 Maret 2023. 

Dengan demikian, PT Karya Delta Permai telah memiliki hak/ berhak menggunakan 

Logo Tanda V-Legal. Pada Periode Audit Penilikan Ke-5 PHPL PT Karya Delta Permai 

diverifikasi telah membubuhkan Tanda V-Legal pada bontos kayu dan pada dokumen 

SKSHHK sesuai dengan ketentuan. 

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan 

yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 

1 Verifier 4.1.1. : Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen lingkungan berdasarkan keberadaan 

dokumen:  

- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Hak Pengusahaan 

Hutan PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten Baruto 

Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat 

Menteri Kehutanan No. 164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha. 

- Ringkasan Eksekutif ANDAL RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan PT Karya 

Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten Baruto Utara Provinsi 

Kalimantan Tengah, Agustus Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat Menteri 

Kehutanan No. 164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha.  

- Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Hak Pengusahaan Hutan 

PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten Baruto Utara 

Provinsi Kalimantan Tengah, Agustus Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat 

Menteri Kehutanan No. 164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha.  

- Laporan Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Pengusahaan Hutan PT Karya 

Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten Baruto Utara Provinsi 

Kalimantan Tengah, Agustus Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat Menteri 

Kehutanan No. 164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha.  

- Laporan Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan PT Karya 

Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Kabupaten Baruto Utara Provinsi 

Kalimantan Tengah, Agustus Tahun 1999. Disusun berdasarkan Surat Menteri 

Kehutanan No. 164/MENHUT-IV/1998 Luas 88.000 Ha.  

Dokumen lingkungan PT Karya Delta Permai disahkan sesuai dengan Surat dari 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 1755/Menhutbun-

II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT 

Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah. Surat 

ditandatangani A/n Menteri Kehutanan dan Perkebunan Sekretaris Jenderal selaku 

Komisi AMDAL Pusat, Roedjai NIP 080018909. 
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Berdasarkan telaah terhadap dokumen KA-ANDAL, RE-ANDAL RKL RPL, ANDAL, 

RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT 

Dacrydium II) di Kabupaten Baruto Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 1999 

diverifikasi bahwa penyusunan AMDAL telah sesuai tata waktunya dan telah 

mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu mengacu pada Keputusan Dirjen PHPA/ 

Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 2019/Kpts/DJ-VI/1994 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen ANDAL HPH. 

Sehubungan dengan perubahan luas areal PT Karya Delta Permai dari seluas 74.900 

Ha menjadi seluas ±85.950 Ha, terdapat dokumen Surat dari Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No. : 660/448/1.2/IV/DLH/2018 

tanggal 9 April 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dokumen 

lingkungan yang telah dimiliki oleh PT Karya Delta Permai dipersamakan sebagai izin 

lingkungan. PT Karya Delta Permai tidak dipersyaratkan untuk melakukan perubahan/ 

addendum Dokumen Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah 

dimilikinya. 

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan 

penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

1 Verifier 4.1.2.a. : Dokumen RKL dan RPL 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan  sesuai 

dengan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia  No. 

1755/Menhutbun-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL 

dan RPL HPH PT Karya Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

Dokumen RKL dan RPL PT Karya Delta Permai telah disusun sesuai dampak penting 

aspek fisik-kimia, biologi dan sosial pada Dokumen Laporan Utama Dampak 

Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan sesuai dengan Surat dari Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia  No. 1755/Menhutbun-II/1999 

tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPH PT Karya 

Delta Permai (Eks. HPH PT Dacrydium II) di Provinsi Kalimantan Tengah. 

Sehubungan dengan perubahan luas areal PT Karya Delta Permai dari seluas 74.900 

Ha menjadi seluas ±85.950 Ha, terdapat dokumen Surat dari Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No. : 660/448/1.2/IV/DLH/2018 

tanggal 9 April 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dokumen 

lingkungan yang telah dimiliki oleh PT Karya Delta Permai dipersamakan sebagai izin 

lingkungan. PT Karya Delta Permai tidak dipersyaratkan untuk melakukan perubahan/ 

addendum Dokumen Lingkungan Hidup (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah 

dimilikinya. 

2 Verifier 4.1.2.b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai diverifikasi memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL, terdiri 

dari : 

1. Terdapat Laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I tahun 2021 PT Karya 

Delta Permai telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Murung Raya.  

2. Terdapat Laporan pelaksanaan RKL RPL Semester II tahun 2021 PT Karya 

Delta Permai telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Murung Raya  
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Dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

diantaranya : 

1. Penandaan Kawasan lindung Sempadan Sungai, Buffer Zone Hutan Lindung, 

KPPN dan KPSL. 

2. Penanaman bekas jalan sarad, eks TPn, dan kiri kanan jalan. 

3. Pemantauan TMA untuk pengukuran debit air. 

4. Pemantauan Curah hujan. 

5. Penyerapan tenaga kerja lokal baik karyawan bulanan dan borongan. 

Pemberian bantuan sosial budaya termasuk honor guru, kepala adat, dan aparat 

desa. 

 

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3 

1 Verifier 5.1.1.a. : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pedoman/ Prosedur K3 tidak mengalami perubahan dengan dongan kondisi PT Karya 

Delta Permai memiliki pedoman/ prosedur terkait K3, yaitu SOP Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja dengan kondisi : 

• SOP K3 No. SPO/04/PERSUM-K3/2012, tanggal 14 Pebruari 2012. 

• SOP Penanganan Medis di Klinik PT Karya Delta Permai 

• SOP RIL No.SPO/02/PROD-RIL/2010, tgl. 5 Januari 2010, dimana didalamnya 

tercantum prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 pada kegiatan 

pembalakan hutan. 

• SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan No.SPO/16/Keling-PPH/2010. 

• SOP Pengelolaan Sampah No.SPO/17/Keling-PS/2010. 

Terdapat Surat Keputusan Direksi No. 07/SK-Dir/KDP-Bjm/I/2020 tanggal 03 Januari 

2020 tentang Penanggung Jawab K3 atas nama Noni Murdwimanti, S.H sebagai 

Penanggung Jawab K3 PT Karya Delta Permai 

2 Verifier 5.1.1.b. : Ketersediaan Peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat daftar sarana & prasarana K3 PT Karya Delta Permai periode bulan Januari 

2022 yang dibuat oleh Silvester Roy Darwin Sarumaha (Staf Personalia) dan diketahui 

oleh Budi Yanto (Camp Manajer).  

Daftar Perlatan K3 

No Nama Alat Jumlah Keterangan 

1 Helm Safety (orange) 20 pcs  

2 Helm Safety (putih) 5 pcs  

3 Kacamata Safety (polos) 5pcs  

4 Kacamata Safety 6 pcs  

5 Masker Pemadam 8 pcs  

6 Masker (putih) 550 lbr  

7 Pelampung 6 pcs 4 di Logpond, 2 di Base Camp 

8 Baju Pemadam 15 pcs  

9 APAR 8 pcs  

10 Sepatu Boot 20 psg  

11 Sarumg Tangan 24 psg  

12 Kotak P3K 8 kotak 5 di Base Camp, 3 di Blok 

. 
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3 Verifier 5.1.1.c. : Catatan Kecelakaan Kerja 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai memiliki Laporan Kecelakaan Kerja dan mencatat kejadian 

kecelakaan kerja. Pada periode Penilikan 5 terdapat kejadian kecelakaan kerja yaitu 

Dwi Siswoyo terkena mata gerinda dan dirujuk ke Puskesmas, upaya menekan tingkat 

kecelakaan kerja dengan mengingtkan agar berhati hati dan memasang rambu-rambu 

keselamatan kerja. 

Indikator 5.2.1. :  Kebebasan berserikat bagi pekerja 

1 Verifier 

5.2.1. 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-5 PHPL PT Kaya Delta Permai dapat diverifikasi bahwa 

belum terbentuk Serikat Pekerja pada lingkungan karyawan PT Karya Delta Permai. Namun 

demikian, pada PT Karya Delta Permai telah terdapat kebijakan yang membolehkan untuk 

membentuk serikat pekerja sesuai dengan dokumen pernyataan kebebasan berserikat bagi 

karyawan PT KDP sesuai Surat Edaran  Direktur Utama tanggal 09 Januari 2019 No. 007/KDP-

BC/Se-I/2019. 

Dalam surat tersebut menyatakan bahwa manajemen perusahaan PT Karya Delta Permai 

memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada seluruh karyawannya sesuai Undang-Undang 

nomor 21 Tahun 2000 untuk membentuk serikat pekerja di lingkungan perusahaan. 

Indikator 5.2.2. :  Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang 

mengatur hak-hak pekerja 

1 Verifier 5.2.2. : Ketersediaan dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Karya Delta Permai telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2020 

– 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Murung Raya melalui SK No. KEP. 566/1/Disnakertrans 

tanggal 11 Februari 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Karya Delta 

Permai, 

Dokumen Peraturan Perusahaan PT Karya Delta Permai Periode 2020-2022 

ditetapkan di Camp Briwit Km 70 pada tanggal 8 Juli 2021 dan terdiri dari 13 Bab dan 

57 Pasal. 

Indikator 5.2.3. :  Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)  

1 Verifier 5.2.3. : Pekerja yang masih di bawah umur 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Terdapat daftar karyawan PT Karya Delta Permai periode bulan Januari 2022 yang 

ditandatangani oleh Manager Camp. Berdasarkan data daftar karyawan tersebut dapat 

diketahui bahwa karyawan PT Karya Delta Permai seluruhnya berjumlah 135 orang. 

Berdasarkan hasil telaah dokumen terdapat karyawan berusia dibawah 18 tahun atas 

nama Dang Firma lahir di Olung Ulu pada 6 November 2004 yang bersangkutan telah 

menikah dan bekerja sebagai Helper Tracktor yang dioperasikan oleh ayahnya 

(diijinkan orang tua). 
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2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHPL 

No. Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan/ 

Bobot Indikator 

Nilai Kinerja Maksimal 

Indikator 

1. 1.1 Sedang 2 3 

2. 1.2 Sedang 2 3 

3. 1.3 Sedang 2 3 

4. 1.4 Baik 3 3 

5. 1.5 Baik 3 3 

6. 2.1 Baik 3 3 

7. 2.2 Baik 3 3 

8. 2.3 Baik 3 3 

9. 2.4 Baik 3 3 

10. 2.5 Sedang 2 3 

11. 2.6 Sedang 2 3 

12. 3.1 Sedang 2 3 

13. 3.2 Sedang 2 3 

14. 3.3 Sedang 2 3 

15. 3.4 Baik 3 3 

16. 3.5 Sedang 2 3 

17. 3.6 Sedang 2 3 

18. 4.1 Baik 3 3 

19. 4.2 Baik 3 3 

20. 4.3 Baik 3 3 

21. 4.4 Sedang 2 3 

22. 4.5 Sedang 2 3 

JUMLAH  54 66 

 

TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR 

 

54/66 x 100 % =  81,82% (BAIK) 

Tidak terdapat verifier Dominan bernilai Buruk  
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